Persatuan Guru Nahdlatul Ulama

SURAT KEPUTUSAN
RAPAT KERJA NASIONAL II
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 03/RK-11/1V/2018

TENTANG HASIL SIDANG KOMISI ORGANISASI
RAPAT KERJA NASIONAL II PERGUNU
TAHUN 2018
Bismillaahirrabmaanirrabiin
Menimbang :

1. Bahwa untuk mewujudkan cita cita dan tujuan PERGUNU, diperlukan Rapat
Kerja Nasional II PERGUNU sebagai dasar dan pedoman yang mengikat
kepada pimpinan PERGUNU dalam menjalankan organisasi.

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan tertib admintrasi
dan peraturan organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan
tentang hasil sidang komisi organisasi Rakernas I PERGUNU

Mengingat :

1. Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga PERGUNU pasal 7 Ayat 1dan 2

2. Hasil Kongres II Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) tanggal 26-29
Oktober 2016 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto

3. Hasil Rapat Kerja Nasional I Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)
tanggal 26-29 Februari 2017, di Nusa Tenggara Barat

Memperhatikan:
Pandangan dan usulan peserta Rapat Kerja Nasional 1I PERGUNU di
Palangkaya, 4 - 6 Mei 2018 Dengan senantiasa menohon taufig, hidayah serta ridlo dari

Allah SWT :
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Hasil Sidang Komisi Organisasi Rakernas II PERGUNU. Sebagaiman
terlampir

2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya,
Pada tanggal : 5 Mei 2018

RAPAT KERJA NASIONAL II PERGUNU
PIMPINAN SIDANG PLENO II

Ketua, Sekretaris, Anggota,
ttd ttd ttd
(Dr. Agus Mulyana) (Ahmad Zubhri) (Ruswan Usman)
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PEDOMAN ORGANISASI
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA

TENTANG

TATA KERJA, MEKANISME, PERSIDANGAN, TATA
ATURAN, DAN IDENTITAS ORGANISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini yang
dimaksud dengan :

1. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah Pimpinan Pusat
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama

2. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Seluruh Indonesia

3. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia

4. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan
Anak Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia

5. Koordinator wilayah, selanjutnya disingkat Korwil, adalah jabatan non-
struktural yang ada di Pimpinan Pusat untuk membantu ketua umum
dalam mengkoordinasikan Pimpinan Wilayah

0. Koordinator daerah, selanjutnya disingkat Korda, adalah jabatan non-
struktural yang ada di Pimpinan Wilayah untuk membantu ketua dalam
mengkoordinasikan Pimpinan Cabang.

7. Koordinator kecamatan, selanjutnya disingkat Korcam, adalah jabatan
non-struktural yang ada di Pimpinan Cabang untuk membantu ketua
dalam mengkoordinasikan Pimpinan Anak Cabang,

8. Prosedur Pembentukan Organisasi adalah tahapan langkah yang harus
ditempuh dalam proses pembentukan kepengurusan PERGUNU, baik
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di tingkat PP, PW, PC, dan PAC

Restrukturisasi adalah pembaruan kepengurusan setelah terjadinya
kekosongan kepengurusan.

Kekosongan jabatan adalah kekosongan jabatan Ketua atau
kekosongan jabatan pengurus selain ketua.

Pejabat ketua, selanjutnya disebut Pj. Ketua, adalah pengganti ketua
yang ditunjuk melalui rapat pleno untuk mengisi kekosongan jabatan
ketua, karena yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pejabat sementara ketua, selanjutnya disebut Pjs. Ketua, adalah
pengganti ketua untuk mengisi kekosongan jabatan ketua, karena yang
bersangkutan berhalangan tidak tetap.

Rangkap jabatan adalah merangkap dua atau lebih jabatan
kepengurusan harian inti dilingkungan NU atau PERGUNU di daerah
atau tingkat yang berbeda dan atau merangkap jabatan pada
kepengurusan harian partai politik, organisasi #nderbow dan atau jabatan
politik Jainnya.

Reshuffle adalah penggantian pengurus di tengah berlangsungnya masa
khidmat suatu kepengurusan.

Pelantikan adalah upacara pengambilan ikrar jabatan yang menandai
pengesahan suatu kepengurusan untuk menjalankan tugas organisast.
Up-grading adalah pelatihan yang khusus ditujukan untuk
meningkatkan kesiapan dan kemampuan pengurus untuk mengelola
organisasi dan melaksanakan program.

Persidangan adalah persidangan pada Kongres, Konferensi Wilayah,
Konferensi Cabang, Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota.
Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh kepengurusan
PERGUNU di semua tingkatan.

Tata aturan adalah urutan peraturan atau berbagai ketentuan organisasi
yang diterbitkan oleh PERGUNU.

Peraturan adalah ketentuan konstitusional PERGUNU yang menjadi
landasan pelaksanaan organisasi dan mempunyai kekuatan hukum ke
dalam.

Keputusan adalah ketentuan organisasi yang berisi hal-hal yang bersifat
penetapan dan memiliki kekuatan hukum.
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Identitas organisasi organisasi adalah identitas PERGUNU yang
meliputi perlengkapan organisasi, sebutan resmi, lagu, almamater
pakaian resmi, dan kartu tandaanggota.

Perlengkapan organisasi organsiasi adalah perlengkapan dan alat peraga
organisasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan
organisasi.

Mars adalah lagu resmi yang menjadiidentitas organisasi PERGUNU.

Pakaian Resmi adalah pakaian almamater PERGUNU yang digunakan
dalam acara-acara tertentu;.

Kartu Tanda Anggota, selanjutnya disebut KTA, adalah kartu identitas
yang menjadi bukti atau tanda keanggotaan PERGUNU.

Database Organisasi adalah kumpulan data berisikan identitas lengkap
anggota PERGUNU.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud

Peraturan Organisasi dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan
organisasi PERGUNU di semua tingkat kepengurusan.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk

a.
b.

C.

mendukung kinerja organisasi secara umum;
menjamin penyelenggaraan organisasi yang teratur dan manajebel;

mengoptimalkan potensi organisasi.
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BAB 111
RUANG LINGKUP PERATURAN ORGANISASI
Pasal 4
Cakupan

Peraturan Organisasi ini mencakup beberapa aspek dalam penyelenggaraan
organisasi yang meliputi

a.

o o0 T

©)
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)
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Tata Kerja Organisast;
Mekanisme Keorganisasian;
Persidangan dan Rapat;
Tata Aturan Organisasi;

Identitas Organisasi.

Bagian Pertama
TATA KERJA ORGANISASI
BAB IV
PIMPINAN PUSAT
Pasal 5
Pengertian, Kedudukan dan Daerah Kerja

Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (disingkat PP
PERGUNU) merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki
kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat
pusat

PP berkedudukan diibukota negara.
Wilayah kerja PP meliputi seluruh wilayah provinsi se-Indonesia.

Pasal 6

Susunan Pengurus

Susunan pengurus PP terdiri dari: dewan penaschat, dewan
kehormatan, dewan pakar, ketua umum, wakil-wakil ketua, sekretaris
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umum, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara,
beberapa departemen.

Dewan Penasehat adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
dan para ulama.

Dewan kehormatan, adalah orang-orang yang dianggap memiliki
kompetensi dalam hal peran serta mengembangan pergunu, dan
khususnya bidang pendidikan

Dewan Pakar terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dan mampu
untuk PERGUNU dan/atau ditentukan menurut kebijakan PP
sepanjang tidak bertentangan dengan PD-PRT.

Ketua sebagai mandataris Kongres, dipilih dan ditetapkan oleh
kongres.

Anggota pengurus harian PP diangkat oleh ketua terpilih yang dibantu
oleh anggota tim formatur kongtres.

Anggota pengurus lengkap PP diangkat oleh ketua melalui rapat
harian.

Pengurus lengkap PP disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,
setelah disepakati tim formatur kongres

Pasal 7
Tugas, Hak dan Kewajiban

Melaksanakan amanat Kongres.
Memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Wilayah

Mengupayakan berdirinya Pimpinan Wilayah dan melaporkannya
kepada PBNU.

Menghadiri setiap undangan PBNU dan struktur PERGUNU, serta
instansi lain yang dianggap penting,

Memberikan laporan periodik (tahunan) tentang kegiatan dan
perkembangan organisasi secara lokal kepada PBNU.

Membekukan PW yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku,
setelah melakukan pendekatan dan atas pertimbangan pengurus NU
setempat.

Pimpinan Pusat dapat membentuk koordinator wilayah sesuai dengan
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kebutuhan.

Bertanggung jawab terhadap dan atas nama organisasi baik ke luar
maupun ke dalam secara regional kepada Kongres.

Mensosialisasikan aturan/kebijakan yang diterbitkan PP PERGUNU
ke regional wilayahnya.

BABYV
TATA KERJA PENGURUS PP
Pasal 8
Ketua Umum

Status dan kedudukan:

a. Mandataris kongres;

b. Pengurus harian PP;

c. Pemegang kebijakan umum PP;
Hak dan wewenang:

a. Menentukan kebijakan organisasi yang bersifat umum dengan tetap
mengindahkan ketentuan yang berlaku;

b. Meminta pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan
pengurus yang dilakukan atas nama organisasi;

c. Mengatasnamakan organisasi dalam segala kegiatan PP baik ke
dalam maupun ke luar;

d. Memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PP yang dianggap tidak menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya, dan disahkan melalui rapat
harian;

e. Bersama bendahara atau wakil bendahara mendisposisi
pengeluaran-pengeluaran rutin PP;

f. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik ke dalam
maupun ke luar atas nama organisasi;

g. Memberikan mandat kepada wakil ketua atau pengurus harian
dalam hal ketua umum berhalangan tidak tetap, melalui rapat pleno.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:
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Memimpin dan mengendalikan organisasi PP secara umum;
Mengkoordinir pelaksanaan program secara umum;

Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PP;

a0 TP

Mengevaluasi secara umum program PP dan kegiatan-kegiatan
yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama
masa khidmat kepengurusan;

e. Melakukan langkah-langkah proaktif dalam rangka pengembangan
organisasi, dengan tetap mengacu kepada hasil-hasil kongres,
konferwil dan konfercab;

f. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan organisasi
secara lokal,

g Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijakan

organisasi secara umum kepada kongres.

Pasal 9
Wakil-Wakil Ketua

Wakil ketua adalah pengurus harian yang membantu ketua umum PP
dalam melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan dengan
bidang yang telah ditetapkan.

Wakil ketua umum PP membawahi departemen sesuai dengan dengan
bidang yang telah ditetapkan.

Wakil ketua sekurang-kurangnya 7 (tujuh) dan sebanyak-banyaknya
berjumlah 9 (sembilan).

Unsur wakil ketua sekurang-kurangnya terdiri dari wakil ketuabidang
organisasi, wakil ketua bidang pendidikan dan pelatihan, wakil ketua
bidang penelitian dan pengembangan, wakil ketua bidang Ekonomi
dan Koperasi, Wakil ketuabidang Hukum dan Advokasi, Wakil
ketuabidang Mental Aswaja, dan wakil ketua bidang olahraga, seni dan
budaya.

Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PP;

b. Pemegang kebijakan khusus PP, pada bidang masing-masing;

c. Koordinator pelaksanaan program pada bidangnya yang telah
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ditetapkan.

(6) Hakdanwewenang:

()

a.

b.

Menjalankan wewenang ketua dalam hal ketua berhalangan
berdasarkan surat mandat dari ketua, atau keputusan rapat harian;

Merumuskan kebijakan dan menentukan pola pengelolaan
program pengembangan dan penataan bidang masig-masing;

Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang
mempunyai kaitan dengan pengembangan dan penataan
bidangnya;

Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PP yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

Menandatangani surat-surat resmi sesuai dengan dengan bidang
masing-masing bersama sekretaris atau wakil sekretaris bidang
masing-masing.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a.

Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua, pada bidang masing-
masing;

Mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas dalam hal ketua
berhalangan;

Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan
program bidang masing-masing;

Mengelola dan mengkoordasikan pelaksanaan program-program
pada departemen yang dibawahinya;

Melakukan pembinaan dan koordinasi daerah sesuai dengan
pembagian yang telah ditetapkan;

Mengevaluasi program-program yang telah dan/atau sedang
dilaksanakan secara berkala selama masa khidmat kepengurusan;
Membuat progress report secara berkala kepada ketua dan/atau rapat
pleno mengenai pelaksanaan program bidang organisasi dan daerah
binaannya;

Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua
umum.
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Pasal 10
Sekretaris Umum

(1) Status dan kedudukan:

a.

b.

Pengurus harian PP

Pemegang kebijakan umum sekretariat PP.

(2) Hakdanwewenang:

a.
b.

C.

Menentukan manajemen sekretariat PP;

Merumuskan kebijakan umum administrasi organisasi;

Bersama ketua merumuskan garis-garis besar kebijakan organisasi
secara umum;

Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PP yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

e. Melaksanakan wewenang tertentu yang dilimpahkan oleh ketua;

Bersama ketua menandatangani surat-surat yang bersifat umum,
baik ke dalam maupun ke luar atas nama organisasi.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a.

b.

Memimpin dan mengelola sekretariat PP;

Mendampingi dan bekerjasama dengan ketua dalam melaksanakan
tugas-tugas organisasi;

Mengkoordinasikan dan menertibkan sistem administrasi
organisasi dan sekretariat PP;

Melaksanakan dan mengendalikan administrasi sehari-hari dan
melaksanakan fungsi kerumahtanggaan kantor;

e. Menggali, mengolah, dan menyajikan data dan informasi;

f. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengelola organisasi dan

h.

program-program PW;

Bersama Ketua mengevaluasi semua kegiatan yang telah dan/atau
sedang dilaksanakan secara berkala selama masa khidmat
kepengurusan;

Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.
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Pasal 11
Wakil -Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris adalah pengurus harian yang bertugas membantu
sekretaris dalam melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan
dengan bidang yang di tetapkan;

Wakil Sekretaris bersama-sama dengan ketua bidang sebagai
pelaksana kebijakan khusus sesuai dengan dengan bidang yang telah
ditetapkan.

Wakil Sekretaris bersama-sama dengan ketua bidang membawahi
departemen sesuai dengan bidang yang telah di tetapkan.

Dalam kepengurusan PP harus mempunyai wakil sekretaris
bidangorganisasi, wakil sekretaris pendidikan dan pelatihan, wakil
sekretaris bidang penelitian dan pengembangan, wakil sekretaris
bidang Ekonomi dan Koperasi, Wakil sekretaris bidang Hukum dan
Advokasi, Wakil sekretaris bidang Mental Aswaja, dan wakil sekretaris
bidang olahraga, seni dan budaya.

Wakil Sekretaris — sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) dan
sebanyak-banyaknya berjumlah 9 (sembilan).

Status dan kedudukan;

a. Pengurusharian PP;

b. Pemegang kebijakan khusus sekretariat PP, pada bidang masing-
masing,

Hak dan wewenang:

a. Melaksanakan wewenang sekretaris dalam hal sekretaris
berhalangan berdasarkan surat mandat atau keputusan rapat harian;

b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola khusus administrasi
pada bidang masing-masing;

c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PP yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

d. Menandatangani surat-surat rutin organisasi sesuai dengan dengan
bidang organisasi, bersama ketua atau wakil ketua bidang masing-
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masing,

(8) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu tugas-tugas sekretaris;

b. Melaksanakan tugas khusus keadministrasian pada bidang masing-
masing;

c. Membantu dan mendampingi tugas wakil ketua bidang masing-
masing;

d. Bersama wakil ketua bidang organisasi mengevaluasi program yang
telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama
masakhidmat kepengurusan;

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 12
Bendahara Umum

Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PP;

b. Pemegang kebijakan umum keuangan PP.

Hak dan wewenang:

a. Menentukan kebijakan umum keuangan dan sistem pengelolaan
keuangan organisasi yang efisien, akuntabel dan transparan;

b. Bersama ketua menyusun anggaran pendapatan dan belanja
organisasi tahunan dalam satu masa khidmat;

c. Melakukan auditinternal terhadap keuangan organisasi;

d. Menandatangani surat-surat berharga milik atau atas nama
organisasi, bersama ketua;

e. Meminta laporan keuangan dari para wakil bendahara dan panitia
pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh PP;

f. Menandatangani laporan keuangan yang berkenaan dengan biaya
pemasukan dan pengeluaran bersama ketua;

g. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PP yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
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organisasi sebagaimana mestinya.
Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Menggali sumber-sumber dana untuk kepentingan organisasi yang
halal dan tidak mengikat, dengan persetujuan ketua;

b. Mengembangkan dan mendayagunakan aset-aset PP;

c. Mengatur dan mengendalikan sirkulasi keuangan organisasi dengan
sepengetahuan ketua;

d. Melaporkan neraca keuangan  organisasi secara berkala kepada
rapat pleno PP;

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua
umum.

Pasal 13
Wakil-Wakil Bendahara

Status dan kedudukan:
a. Pengurus harian PP;
b. Pelaksana kebijakan khusus keuangan PP;

c. Pimpinan pusat diperkenankan mempunyai wakil bendahara lebih
dari satu sesuai dengan dengan kebutuhannya

Hak dan wewenang;:

a. Melaksanakan wewenang bendahara dalam hal bendahara
berhalangan berdasarkan surat mandat bendahara atau keputusan
rapatharian;

b. Membantu bendahara dalam melakukan audit internal terhadap
keuangan organisasi;

c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PP yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu bendahara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi
yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan;

b. Melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang kebendaharaan sesuai
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dengan dengan pembagian tugas yang ditentukan;

c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua
umum.

Pasal 14
Departemen

Status dan kedudukan:

a. Pengurus pleno PP;

b. Pelaksana program khusus PP.
Hak dan wewenang;:

a. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional program
hasil kongres dan Rakernas yang berkaitan dengan departemen
yang bersangkutan;

b. Membuat perencanan teknis pelaksanaan kegiatan PP;

c. Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program
kepada bendahara.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan program kerja PP yang telah ditetapkan sesuai
dengan dengan bidangnya masing-masing;

b. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada
rapat pleno PP;

c. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada wakil
ketua yang membawahi bidang yang bersangkutan.

Dalam kepengurusan PP harus diadakan, departemen organisasi,
departemen pendidikan dan pelatihan, departemen penelitian dan
pengembangan, departemen Ekonomi dan Koperasi, Departemen
Hukum dan Advokasi, Departemen Mental Aswaja, dan departemen
olahraga, seni dan budaya.

PW diperkenankan menambah departemen-departemen lain sesuai
dengan kebutuhan dengan jumlah maksimal 9 (Sembilan)
departemen.
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Pasal 15
Koordinator Wilayah

Koordinator Wilayah dijabat oleh para wakil ketua PP yang dtentukan
melalui Keputusan Pimpinan Pusat.

Koordinator wilayahh bertugas melakukan koordinasi,
pendampingan dan monitoring secara intensif terhadap Pimpinan
Wilayah, Pimpinan Cabang yang menjadi daerah dampingannya.
Pembagian wilayah dampingan bisa didasarkan pada zona geografis
yang selanjutnya akan diatur melalui Keputusan Pimpinan Pusat.

Koordinator wilayah berkewajiban melaporkan tugas dan
perkembangan wilayah dampingannya kepada ketua umum PP
secara berkala.

BAB VI
PIMPINAN WILAYAH
Pasal 16
Pengertian, Kedudukan dan Daerah Kerja

Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (disingkat PW
PERGUNU) merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki
kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat
provinst.

PW berkedudukan diibukota provinsi.

Daerah kerja PW meliputi seluruh wilayah provinsi.

Pasal 17

Susunan Pengurus

Susunan pengurus PW terdiri dari: dewan penasehat, dewan pakar ,
ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara,
wakil-wakil bendahara, beberapa departemen.

Dewan Penasehat adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul ~Ulama
(PWNU) dan para ulama.
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Dewan Pakar terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dan mampu
untuk PERGUNU dan/atau ditentukan menurut kebijakan PW
sepanjang tidak bertentangan dengan PD-PRT.

Ketua sebagai mandataris Konferensi Wilayah, dipilih dan ditetapkan
oleh Konferensi WILAYAH.

Anggota pengurus harian PW diangkat oleh ketua terpilih yang
dibantu oleh anggota tim formatur Konferensi Wilayah.

Anggota pengurus lengkap PW diangkat oleh ketua melalui rapat
harian.

Pengurus lengkap PW disahkan oleh PP PERGUNU, setelah
mendapat rekomendasi dari PWNU setempat.

Pasal 18
Tugas, Hak dan Kewajiban

Melaksanakan amanat Konferensi Wilayah.

Memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Cabang di daerah
kerjanya.

Mengupayakan berdirinya Pimpinan Cabang dan melaporkannya
kepada Pimpinan Pusat.

Menghadiri setiap undangan PP PERGUNU, PWNU, PC
PERGUNU, PAC PERGUNU yang dianggap penting,

Memberikan laporan periodik (tahunan) tentang kegiatan dan
perkembangan organisasi secara lokal kepada PWNU dan PP
PERGUNU.

Membekukan PC yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku,
setelah melakukan pendekatan dan atas pertimbangan pengurus NU
setempat.

Pimpinan Wilayah dapat membentuk koordinator daerah sesuai
dengan kebutuhan.

Bertanggung jawab terhadap dan atas nama organisasi baik ke luar
maupun ke dalam secara regional kepada Konferensi Wilayah.

Mensosialisasikan aturan/kebijakan yang diterbitkan PP
PERGUNU ke regional daerahnya
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BAB VII
TATA KERJA PENGURUS PW
Pasal 19
Ketua
(1) Status dan kedudukan:

2

3)

a. Mandataris konferensi Wilayah;
b. Pengurus harian PW;

c. Pemegang kebijakan umum PW;
Hak dan wewenang:

a. Menentukan kebijakan organisasi yang bersifat umum dengan tetap
mengindahkan ketentuan yang berlaku;

b. Meminta pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan
pengurus yang dilakukan atas nama organisasi;

c. Mengatasnamakan organisasi dalam segala kegiatan PW baik ke
dalam maupun ke luar;

d. Memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PW yang dianggap tidak menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya, dan disahkan melalui rapat
harian;

e. Bersama bendahara atau wakil bendahara mendisposisi
pengeluaran-pengeluaran rutin PW;

f. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik ke dalam
maupun ke luar atas nama organisasi;

g. Memberikan mandat kepada wakil ketua atau pengurus harian
dalam hal ketua berhalangan tidak tetap, melalui rapat pleno.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Memimpin dan mengendalikan organisasi PW secara umum;
b. Mengkoordinir pelaksanaan program secara umums;

c. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PW;
d

. Mengevaluasi secara umum program PW dan kegiatan-kegiatan
yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama
masa khidmat kepengurusan;

e. Melakukan langkah-langkah proaktif dalam rangka pengembangan
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organisasi, dengan tetap mengacu kepada hasil-hasil kongres,
konferwil dan konfercab;

f. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan organisasi
secara lokal,

g Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijakan
organisasi secara umum kepada konferensi WILAYAH.

Pasal 20
Wakil-Wakil Ketua

Wakil ketua adalah pengurus harian yang membantu ketua PW dalam
melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan dengan bidang
yang telah ditetapkan.

Wakil ketua PW membawahi departemen sesuai dengan dengan
bidang yang telah ditetapkan.

Wakil ketua sekurang-kurangnya 7 (tujuh) dan sebanyak-banyaknya
berjumlah 9 (sembilan).

Unsur wakil ketua sekurang-kurangnya terdiri dari wakil ketuabidang
organisasi, wakil ketua bidang pendidikan dan pelatihan, wakil ketua
bidang penelitian dan pengembangan, wakil ketua bidang Ekonomi
dan Koperasi, Wakil ketuabidang Hukum dan Advokasi, Wakil
ketuabidang Mental Aswaja, dan wakil ketua bidang olahraga, seni dan
budaya.

Status dan kedudukan:
a. Pengurus harian PW;
b. Pemegang kebijakan khusus PW] pada bidang masing-masing;

c. Koordinator pelaksanaan program pada bidangnya yang telah
ditetapkan.

Hak dan wewenang:

a. Menjalankan wewenang ketua dalam hal ketua berhalangan
berdasarkan surat mandat dari ketua, atau keputusan rapat harian;

b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola pengelolaan
program pengembangan dan penataan bidang masig-masing;

c. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang
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mempunyai kaitan dengan pengembangan dan penataan
bidangnya;

Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PW yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

Menandatangani surat-surat resmi sesuai dengan dengan bidang
masing-masing bersama sekretaris atau wakil sekretaris bidang
masing-masing.

(7) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

M

a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua, pada bidang masing-

b.

masing;

Mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas dalam hal ketua
berhalangan;

Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan
program bidang masing-masing;

Mengelola dan mengkoordasikan pelaksanaan program-program
pada departemen yang dibawahinya;

Melakukan pembinaan dan koordinasi daerah sesuai dengan
pembagian yang telah ditetapkan;

Mengevaluasi program-program yang telah dan/atau sedang
dilaksanakan secara berkala selama masa khidmat kepengurusan;

Membuat progress report secara berkala kepada ketua dan/atau rapat
pleno mengenai pelaksanaan program bidang organisasi dan daerah
binaannya;

Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 21
Sekretaris

Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PW;

b.

Pemegang kebijakan umum sekretariat PW.

(2) Hakdanwewenang:
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Menentukan manajemen sekretariat PW;

b. Merumuskan kebijakan umum administrasi organisasi;

c. Bersama ketua merumuskan garis-garis besar kebijakan organisasi

Se€cara umum,

Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PW yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

e. Melaksanakan wewenang tertentu yang dilimpahkan oleh ketua;

f. Bersama ketua menandatangani surat-surat yang bersifat umum,

baik ke dalam maupun ke luar atas nama organisasi.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a.

b.

(1) Wakil Sekretaris

Memimpin dan mengelola sekretariat PW;

Mendampingi dan bekerjasama dengan ketua dalam melaksanakan
tugas-tugas organisasi;

Mengkoordinasikan dan menertibkan sistem administrasi
organisasi dan sekretariat PW;

Melaksanakan dan mengendalikan administrasi sehari-hari dan
melaksanakan fungsi kerumahtanggaan kantor;

Menggali, mengolah, dan menyajikan data dan informasi;
Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengelola organisasi dan
program-program PW;

Bersama Ketua mengevaluasi semua kegiatan yang telah dan/atau
sedang dilaksanakan secara berkala selama masa khidmat
kepengurusan;

Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 22
Wakil — Wakil Sekretaris

adalah pengurus harian yang bertugas membantu

sekretaris dalam melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan
dengan bidang yang di tetapkan;
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Wakil Sekretaris bersama-sama dengan ketua bidang sebagai
pelaksana kebijakan khusus sesuai dengan dengan bidang yang telah
ditetapkan.

Wakil Sekretaris bersama-sama dengan ketua bidang membawahi

departemen sesuai dengan bidang yang telah di tetapkan.

Dalam kepengurusan PW harus mempunyai wakil sekretaris

bidangorganisasi, wakil sekretaris pendidikan dan pelatihan, wakil

sekretaris bidang penelitian dan pengembangan, wakil sekretaris
bidang Ekonomi dan Koperasi, Wakil sekretaris bidang Hukum dan

Advokasi, Wakil sekretaris bidang Mental Aswaja, dan wakil sekretaris

bidang olahraga, seni dan budaya.

Wakil Sekretaris sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) dan

sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh).

Status dan kedudukan;

a. Pengurus harian PW;

b. Pemegang kebijakan khusus sekretariat PW, pada bidang masing-
masing,

Hak dan wewenang:

a. Melaksanakan wewenang sekretaris dalam hal sekretaris
berhalangan berdasarkan surat mandat atau keputusan rapat harian;

b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola khusus administrasi
pada bidang masing-masing;

c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PW yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

d. Menandatangani surat-surat rutin organisasi sesuai dengan dengan
bidang organisasi, bersama ketua atau wakil ketua bidang masing-
masing.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu tugas-tugas sekretaris;

b. Melaksanakan tugas khusus keadministrasian pada bidang masing-
masing;

c. Membantu dan mendampingi tugas wakil ketua bidang masing-
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masing;
d. Bersama wakil ketua bidang organisasi mengevaluasi program yang

telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama
masakhidmat kepengurusan;

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 23
Bendahara
Status dan kedudukan:
a. Pengurus harian PW;
b. Pemegang kebijakan umum keuangan PW.
Hak dan wewenang:

a. Menentukan kebijakan umum keuangan dan sistem pengelolaan
keuangan organisasi yang efisien, akuntabel dan transparan;

b. Bersama ketua menyusun anggaran pendapatan dan belanja
organisasi tahunan dalam satu masa khidmat;

c. Melakukan auditinternal terhadap keuangan organisasi;

d. Menandatangani surat-surat berharga milik atau atas nama
organisasi, bersama ketua;

e. Meminta laporan keuangan dari para wakil bendahara dan panitia
pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh PW;

f. Menandatangani laporan keuangan yang berkenaan dengan biaya
pemasukan dan pengeluaran bersama ketua;

g. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PW yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Menggali sumber-sumber dana untuk kepentingan organisasi yang
halaldan tidak mengikat, dengan persetujuan ketua;

b. Mengembangkan dan mendayagunakan aset-aset PW;

c. Mengatur dan mengendalikan sirkulasi keuangan organisasi dengan
sepengetahuan ketua;
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d. Melaporkan neraca keuangan  organisasi secara berkala kepada
rapat pleno PW;

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 24
Wakil-Wakil Bendahara

Status dan kedudukan:
a. Pengurus harian PW;
b. Pelaksana kebijakan khusus keuangan PW;

c. Pimpinan WILAYAH diperkenankan mempunyai wakil bendahara
lebih dari satu sesuai dengan dengan kebutuhannya

Hak dan wewenang;:

a. Melaksanakan wewenang bendahara dalam hal bendahara
berhalangan berdasarkan surat mandat bendahara atau keputusan
rapat harian;

b. Membantu bendahara dalam melakukan audit internal terhadap
keuangan organisasi;

c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PW yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu bendahara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi
yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan;

b. Melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang kebendaharaan sesuai
dengan dengan pembagian tugas yang ditentukan;

c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Pasal 25
Departemen
Status dan kedudukan:
a. Pengurus pleno PW;
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b. Pelaksana program khusus PW.

Hak dan wewenang;:

a. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional program
hasil konfercab dan Rakercab yang berkaitan dengan departemen
yang bersangkutan;

b. Membuat perencanan teknis pelaksanaan kegiatan PW;

c. Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program
kepada bendahara.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan program kerja PW yang telah ditetapkan sesuai
dengan dengan bidangnya masing-masing;

b. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada
rapat pleno PW;

c. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada wakil
ketua yang membawahi bidang yang bersangkutan.

Dalam kepengurusan PW harus diadakan, departemen organisasi,

departemen pendidikan dan pelatithan, departemen penelitian dan

pengembangan, departemen Ekonomi dan Koperasi, Departemen

Hukum dan Advokasi, Departemen Mental Aswaja, dan departemen

olahraga, seni dan budaya.

PW diperkenankan menambah departemen-departemen lain sesuai

dengan kebutuhan dengan jumlah maksimal 9 (Sembilan)

departemen.

Pasal 26
Koordinator Daerah

Koordinator daerah dijabat oleh para wakil ketua PW yang dtentukan
melalui Keputusan Pimpinan Wilayah.

Koordinator daerah bertugas melakukan koordinasi, pendampingan
dan monitoring secara intensif terhadap Pimpinan Cabang yang menjadi
daerah dampingannya.

Pembagian daerah dampingan bisa didasarkan pada zona geografis
yang selanjutnya akan diatur melalui Keputusan Pimpinan Wilayah.
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Koordinator daerah berkewajiban melaporkan tugas dan
perkembangan daerah dampingannya kepada ketua PW secara
berkala.

BAB VIII
TATA KERJA PENGURUS PC

Pasal 27
Ketua

(1) Status dan kedudukan:

a. Mandataris konferensi cabang;
b. Pengurus harian PC;

c. Pemegang kebijakan umum PC;

(2) Hakdanwewenang:

a. Menentukan kebijakan organisasi yang bersifat umum dengan tetap
mengindahkan ketentuan yang berlaku;

b. Meminta pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan
pengurus yang dilakukan atas nama organisasi;

c. Mengatasnamakan organisasi dalam segala kegiatan PC baik ke
dalam maupun ke luar;

d. Memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PC yang dianggap tidak menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya, dan disahkan melalui rapat
harian;

e. Bersama bendahara atau wakil bendahara mendisposisi
pengeluaran-pengeluaran rutin PC;

f. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik ke dalam
maupun ke luar atas nama organisasi;

g. Memberikan mandat kepada wakil ketua atau pengurus harian
dalam hal ketua berhalangan tidak tetap, melalui rapat pleno.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Memimpin dan mengendalikan organisasi PC secara umum;
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b. Mengkoordinir pelaksanaan program secara umum;

o

Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PC;

d. Mengevaluasi secara umum program PC dan kegiatan-kegiatan
yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama
masa khidmat kepengurusan;

e. Melakukan langkah-langkah proaktif dalam rangka pengembangan
organisasi, dengan tetap mengacu kepada hasil-hasil kongres,
konferwil dan konfercab;

f. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan organisasi
secaralokal;

g Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijakan
organisasi secara umum kepada konferensi cabang;

Pasal 28
Wakil — Wakil Ketua

Wakil ketua adalah pengurus harian yang membantu ketua PC dalam
melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan dengan bidang
yang telah ditetapkan.

Wakil ketua PC membawahi departemen sesuai dengan dengan bidang
yang telah ditetapkan.

Wakil ketua sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya
berjumlah 7 (tujuh).

Unsur wakil ketua sekurang-kurangnya terdiri dari wakil ketua
pendidikan dan pelatihan, wakil ketua Ekonomi dan Koperasi, Wakil
ketuariset dan pengembangan, Wakil ketua Mental Aswaja, dan wakil
ketua olahraga, seni dan budaya.

Status dan kedudukan:
a. Pengurus harian PC;
b. Pemegang kebijakan khusus PC, pada bidang masing-masing;

c. Koordinator pelaksanaan program pada bidangnya yang telah
ditetapkan.

Hak dan wewenang;:

50 | Palangkaraya, 04 - 06 Mei 2018



Persatuan Guru Nahdlatul Ulama

)

a.

b.

Menjalankan wewenang ketua dalam hal ketua berhalangan
berdasarkan surat mandat dari ketua, atau keputusan rapat harian;

Merumuskan kebijakan dan menentukan pola pengelolaan
program pengembangan dan penataan bidang masig-masing;

Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang
mempunyai kaitan dengan pengembangan dan penataan
bidangnya;

Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

Menandatangani surat-surat resmi sesuai dengan dengan bidang
masing-masing bersama sckretaris atau wakil sekretaris bidang
masing-masing.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a.

b.

Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua, pada bidang masing-
masing;

Mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas dalam hal ketua
berhalangan;

Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan
program bidang masing-masing;

Mengelola dan mengkoordasikan pelaksanaan program-program
pada departemen yang dibawahinya;

Melakukan pembinaan dan koordinasi daerah sesuai dengan
pembagian yang telah ditetapkan;

Mengevaluasi program-program yang telah dan/atau sedang
dilaksanakan secara berkala selama masa khidmat kepengurusan;

Membuat progress report secara berkala kepada ketua dan/atau rapat
pleno mengenai pelaksanaan program bidang organisasi dan daerah
binaannya;

Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.
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Pasal 29
Sekretaris

(1) Status dan kedudukan:

a.

b.

Pengurus harian PC;

Pemegang kebijakan umum sekretariat PC.

(2) Hakdanwewenang:

a.
b.

C.

Menentukan manajemen sekretariat PC;

Merumuskan kebijakan umum administrasi organisasi;

Bersama ketua merumuskan garis-garis besar kebijakan organisasi
secara umum;

Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

e. Melaksanakan wewenang tertentu yang dilimpahkan oleh ketua;

Bersama ketua menandatangani surat-surat yang bersifat umum,
baik ke dalam maupun ke luar atas nama organisasi.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a.

b.

Memimpin dan mengelola sekretariat PC;

Mendampingi dan bekerjasama dengan ketua dalam melaksanakan
tugas-tugas organisasi;

Mengkoordinasikan dan menertibkan sistem administrasi
organisasi dan sekretariat PC;

Melaksanakan dan mengendalikan administrasi sehari-hari dan
melaksanakan fungsi kerumahtanggaan kantor;

e. Menggali, mengolah, dan menyajikan data dan informasi;

f. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengelola organisasi dan

h.

program-program PC;
Bersama Ketua mengevaluasi semua kegiatan yang telah dan/atau

sedang dilaksanakan secara berkala selama masa khidmat
kepengurusan;

Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.
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Pasal 30
Wakil — Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris adalah pengurus harian yang bertugas membantu
sekretaris dalam melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan
dengan bidang yang di tetapkan;

Wakil Sekretaris bersama-sama dengan ketua bidang sebagai
pelaksana kebijakan khusus sesuai dengan dengan bidang yang telah
ditetapkan.

Wakil Sekretaris bersama-sama dengan ketua bidang membawahi
departemen sesuai dengan bidang yang telah di tetapkan.

Dalam kepengurusan PC harus mempunyai wakil sekretaris bidang
pendidikan dan pelatihan, wakil sekretaris bidang Ekonomi dan
Koperasi, Wakil sekretaris bidangriset dan pengembangan, Wakil
sekretaris bidang Mental Aswaja, dan wakil sekretaris bidang olahraga,
senidan budaya.

Wakil Sekretaris sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) dan sebanyak-
banyaknya berjumlah 7 (tujuh).

Status dan kedudukan;

a. Pengurus harian PC;

b. Pemegang kebijakan khusus sekretariat PC, pada bidang masing-
masing,
Hak dan wewenang:

a. Melaksanakan wewenang sekretaris dalam hal sekretaris
berhalangan berdasarkan surat mandat atau keputusan rapat harian;

b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola khusus administrasi
pada bidang masing-masing;

c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

d. Menandatangani surat-surat rutin organisasi sesuai dengan dengan
bidang organisasi, bersama ketua atau wakil ketua bidang masing-
masing,
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Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu tugas-tugas sekretaris;

b. Melaksanakan tugas khusus keadministrasian pada bidang masing-
masing;

c. Membantu dan mendampingi tugas wakil ketua bidang masing-
masing;

d. Bersama wakil ketua bidang organisasi mengevaluasi program yang

telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama
masakhidmat kepengurusan;

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 31
Bendahara

Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PC;

b. Pemegang kebijakan umum keuangan PC.
Hak dan wewenang;:

a. Menentukan kebijakan umum keuangan dan sistem pengelolaan
keuangan organisasi yang efisien, akuntabel dan transparan;

b. Bersama ketua menyusun anggaran pendapatan dan belanja
organisasi tahunan dalam satu masa khidmat;

c. Melakukan auditinternal terhadap keuangan organisasi;

d. Menandatangani surat-surat berharga milik atau atas nama
organisasi, bersama ketua;

e. Meminta laporan keuangan dari para wakil bendahara dan panitia
pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh PC;

f. Menandatangani laporan keuangan yang berkenaan dengan biaya
pemasukan dan pengeluaran bersama ketua;

g. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya.
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Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Menggali sumber-sumber dana untuk kepentingan organisasi yang
halal dan tidak mengikat, dengan persetujuan ketua;

b. Mengembangkan dan mendayagunakan aset-aset PC;

c. Mengatur dan mengendalikan sirkulasi keuangan organisasi dengan
sepengetahuan ketua;

d. Melaporkan neraca keuangan  organisasi secara berkala kepada
rapat pleno PC;

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 32
Wakil-Wakil Bendahara

Status dan kedudukan:

d. Pengurus harian PC;

e. Pelaksanakebijakan khusus keuangan PC;

f. Pimpinan Cabang diperkenankan mempunyai wakil bendahara
lebih dari satu sesuai dengan dengan kebutuhannya

Hak dan wewenang:

d. Melaksanakan wewenang bendahara dalam hal bendahara
berhalangan berdasarkan surat mandat bendahara atau keputusan
rapatharian;

e. Membantu bendahara dalam melakukan audit internal terhadap
keuangan organisasi;

f. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

e. Membantu bendahara dalam menjalankan tugas-tugas organisasi
yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan;

f. Melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang kebendaharaan sesuai
dengan dengan pembagian tugas yang ditentukan;
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g. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.
Pasal 33
Departemen

Status dan kedudukan:

c. Pengurus pleno PC;

d. Pelaksana program khusus PC.
Hak dan wewenang;:

d. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional program
hasil konfercab dan Rakercab yang berkaitan dengan departemen
yang bersangkutan;

e. Membuat perencanan teknis pelaksanaan kegiatan PC;

f. Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program
kepada bendahara.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

d. Melaksanakan program kerja PC yang telah ditetapkan sesuai
dengan dengan bidangnya masing-masing;

e. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada
rapat pleno PC;

f. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada wakil
ketua yang membawahi bidang yang bersangkutan.

Dalam kepengurusan PC harus diadakan, departemen pendidikan dan
pelatihan, departemen riset dan pengembangan,departemen Ekonomi
dan Koperasi, Departemen riset dan pengembangan, Departemen
Mental Aswaja, dan departemen olahraga, seni dan budaya.

PC diperkenankan menambah departemen-departemen lain sesuai
dengan kebutuhan dengan jumlah maksimal 7 (tujuh) departemen.

Pasal 34
Koordinator Kecamatan

Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PC darijajaran ketua;
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b. Perangkat Pelaksana kebijakan/keputusan PC

c. Bersifat koordinatif dan konsultatif

Hak dan wewenang:

a. Menjalankan tugas ketua dalam bidang-bidang tertentu pada
wilayah dampingannya;

b. Melakukan koordinasi pada wilayah dampingannya dengan
sepengetahuan ketua;

c. Mensinergikan program, kebijakan/keputusan PC pada wilayah
dampingannya;

d. berhak memberikan saran atau teguran pada wilayah
dampingannya apabila tidak menjalankan tugas organisasi dan atau
melanggar peraturan yang ada.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. melakukan pendampinagn dan monitoring secara intensif
terhadap Pimpinan Anak Cabang yang menjadi wilayah
dampingannya;

b. Melaporkan tugas dan perkembangan wilayah dampingannya
kepadaketua secaraberkala dalam masa khidmah kepengurusan

c. Melakukan langkah-langkah pro aktif dalam rangka
pengembangan potensi wilayah dampinganya. dengan tetap
mengacu kepada hasil-hasil kongres, konferensi wilayah dam
konferensi cabang dampingannya.

d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Pembagian lokasi dampingan bisa berdasarkan zona geografis yang

disepakati dalam rapat pleno.

BAB IX
PIMPINAN ANAK CABANGPasal 35
Pengertian, Kedudukan dan Daerah Kerja

Pimpinan Anak Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (disingkat
PAC PERGUNU) merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki
kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat
Kecamatan.
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PAC berkedudukan diibukota Kecamatan.
Daerah kerja PAC meliputi seluruh Anak Cabangditempatnya.

Pasal 36

Susunan Pengurus

Susunan pengurus PAC terdiri dari: dewan penasehat, dewan pakar ,
ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara,
wakil-wakil bendahara, beberapa departemen.

Dewan Penaschat adalah Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
(MWC-NU) dan para ulama.

Dewan Pakar terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dan mampu
untuk PERGUNU dan/atau ditentukan menurut kebijakan PAC
sepanjang tidak bertentangan dengan PD-PRT.

Ketua sebagai mandataris Konferensi Anak Cabang, dipilih dan
ditetapkan oleh Konferensi Anak Cabang.

Anggota pengurus harian PAC diangkat oleh ketua terpilih yang
dibantu oleh anggota tim formatur Konferensi Anak Cabang,

Anggota pengurus lengkap PAC diangkat oleh ketua melalui rapat
harian.

Pengurus lengkap PAC disahkan oleh PC PERGUNU, setelah
mendapat rekomendasi dari MWC-NU setempat.

Pasal 37
Tugas, Hak dan Kewajiban
Melaksanakan amanat Konferensi Anak Cabang,
Menghadiri setiap undangan PW PERGUNU, PC PERGUNLU,
MWC-NU yang dianggap penting.
Memberikan laporan periodik (tahunan) tentang kegiatan dan

perkembangan organisasi secara lokal kepada MWC-NU dan PC
PERGUNU.

Bertanggung jawab terhadap dan atas nama organisasi baik ke luar
maupun ke dalam secara regional kepada Konferensi Anak Cabang;
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(5) Mensosialisasikan aturan/kebijakan yang diterbitkan PP PERGUNU

ke regional daerahnya
BAB X
TATA KERJA PENGURUS PAC
Pasal 38
Ketua

(1) Status dan kedudukan:
a. Mandataris konferensi Anak Cabang;
b. Pengurus harian PAC;
c. Pemegang kebijakan umum PAC;

(2) Hakdanwewenang:

a. Menentukan kebijakan organisasi yang bersifat umum dengan tetap
mengindahkan ketentuan yang berlaku;

b. Meminta pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan
pengurus yang dilakukan atas nama organisast;

c. Mengatasnamakan organisasi dalam segala kegiatan PAC baik ke
dalam maupun ke luar;

d. Memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PAC yang dianggap tidak menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya, dan disahkan melalui rapat
harian;

e. Bersama bendahara atau wakil bendahara mendisposisi
pengeluaran-pengeluaran rutin PAC;

f. Menandatangani surat-surat yang bersifat umum, baik ke dalam
maupun ke luar atas nama organisasi;

g. Memberikan mandat kepada wakil ketua atau pengurus harian
dalam hal ketua berhalangan tidak tetap, melalui rapat pleno.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:
a. Memimpin dan mengendalikan organisasi PAC secara umum;
b. Mengkoordinir pelaksanaan program secara umums;

c. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PAC;
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d. Mengevaluasi secara umum program PAC dan kegiatan-kegiatan
yang telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama
masa khidmat kepengurusan;

e. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dan keberadaan organisasi
secaralokal;

f. Bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan kebijakan
organisasi secara umum kepada konferensi Anak Cabang,

Pasal 39
Wakil — Wakil Ketua

(1) Wakil ketua adalah pengurus harian yang membantu ketua PAC dalam
melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan dengan bidang
yang telah ditetapkan.

(2) Wakil ketua PAC membawahi departemen sesuai dengan dengan
bidang yang telah ditetapkan.

(3) Wakil ketua sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak-banyaknya
berjumlah 6(enam).

(4) Unsur wakil ketua sekurang-kurangnya terdiri dari wakil ketuabidang
pendidikan dan pelatihan, wakil ketua bidang Ekonomi dan Koperasi,
Wakil ketuabidang Mental Aswaja, dan wakil ketua bidang olahraga,
seni dan budaya.

(5) Status dan kedudukan:
a. Pengurus harian PAC;
b. Pemegang kebijakan khusus PAC, pada bidang masing-masing;

c. Koordinator pelaksanaan program pada bidangnya yang telah
ditetapkan.

(6) Hakdanwewenang:

a. Menjalankan wewenang ketua dalam hal ketua berhalangan
berdasarkan surat mandat dari ketua, atau keputusan rapat harian;

b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola pengelolaan
program pengembangan dan penataan bidang masig-masing;

c. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang
mempunyai kaitan dengan pengembangan dan penataan
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bidangnya;
d. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam

memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PAC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

Menandatangani surat-surat resmi sesuai dengan dengan bidang
masing-masing bersama sckretaris atau wakil sekretaris bidang
masing-masing.

(7) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a.

b.

Membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua, pada bidang masing-
masing;

Mewakili ketua dalam pelaksanaan tugas dalam hal ketua
berhalangan;

Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan
program bidang masing-masing;

Mengelola dan mengkoordasikan pelaksanaan program-program
pada departemen yang dibawahinya;

Melakukan pembinaan dan koordinasi daerah sesuai dengan
pembagian yang telah ditetapkan;

Mengevaluasi program-program yang telah dan/atau sedang
dilaksanakan secara berkala selama masa khidmat kepengurusan;

Membuat progress report secara berkala kepada ketua dan/atau rapat
pleno mengenai pelaksanaan program bidang organisasi dan daerah
binaannya;

Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 40
Sekretaris

(1) Status dan kedudukan:

a.

b.

Pengurus harian PAC;
Pemegang kebijakan umum sekretariat PAC.

(2) Hakdanwewenang:

a.

Menentukan manajemen sekretariat PAC;
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Merumuskan kebijakan umum administrasi organisasi;

c. Bersama ketua merumuskan garis-garis besar kebijakan organisasi

Seécara umum;

Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PAC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya;

Melaksanakan wewenang tertentu yang dilimpahkan oleh ketua;

Bersama ketua menandatangani surat-surat yang bersifat umum,
baik ke dalam maupun ke luar atas nama organisasi.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a.

b.

Memimpin dan mengelola sekretariat PAC;

Mendampingi dan bekerjasama dengan ketua dalam melaksanakan
tugas-tugas organisasi;

Mengkoordinasikan dan menertibkan sistem administrasi
organisasi dan sekretariat PAC;

Melaksanakan dan mengendalikan administrasi sehari-hari dan
melaksanakan fungsi kerumahtanggaan kantor;

e. Menggali, mengolah, dan menyajikan data dan informasi;

f. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengelola organisasi dan

program-program PAC;

Bersama Ketua mengevaluasi semua kegiatan yang telah dan/atau
sedang dilaksanakan secara berkala selama masa khidmat
kepengurusan;

Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 41
Wakil — Wakil Sekretaris

adalah pengurus harian yang bertugas membantu

sekretaris dalam melaksanakan kebijakan atau program sesuai dengan
dengan bidang yang di tetapkan;

bersama-sama dengan ketua bidang sebagai
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pelaksana kebijakan khusus sesuai dengan dengan bidang yang telah
ditetapkan.

Wakil Sekretaris bersama-sama dengan ketua bidang membawahi
departemen sesuai dengan bidang yang telah di tetapkan.

Dalam kepengurusan PAC harus mempunyai wakil sekretaris bidang
pendidikan dan pelatihan, wakil sekretaris bidang Ekonomi dan
Koperasi, Wakil sekretaris bidang Mental Aswaja, dan wakil sekretaris
bidang olahraga, seni dan budaya.

Wakil Sekretaris sekurang-kurangnya berjumlah 4 (lima) dan
sebanyak-banyaknya berjumlah 6 (enam).

Status dan kedudukan;

a. Pengurus harian PAC;

b. Pemegang kebijakan khusus sekretariat PAC, pada bidang masing-
masing.

Hak dan wewenang;:

a. Melaksanakan wewenang sekretaris dalam hal sekretaris
berhalangan berdasarkan surat mandat atau keputusan rapat harian;

b. Merumuskan kebijakan dan menentukan pola khusus administrasi
pada bidang masing-masing;

c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PAC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya,

d. Menandatangani surat-surat rutin organisasi sesuai dengan dengan
bidang organisasi, bersama ketua atau wakil ketua bidang masing-
masing.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu tugas-tugas sekretaris;

b. Melaksanakan tugas khusus keadministrasian pada bidang masing-
masing;

c. Membantu dan mendampingi tugas wakil ketua bidang masing-
masing;

d. Bersama wakil ketua bidang organisasi mengevaluasi program yang
telah dan/atau sedang dilaksanakan secara berkala selama
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masakhidmat kepengurusan;

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 42
Bendahara

Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PAC;

b. Pemegang kebijakan umum keuangan PAC.
Hak dan wewenang;:

a. Menentukan kebijakan umum keuangan dan sistem pengelolaan
keuangan organisasi yang efisien, akuntabel dan transparan;

b. Bersama ketua menyusun anggaran pendapatan dan belanja
organisasi tahunan dalam satu masa khidmat;

c. Melakukan auditinternal terhadap keuangan organisasi;

d. Menandatangani surat-surat berharga milik atau atas nama
organisasi, bersama ketua;

e. Meminta laporan keuangan dari para wakil bendahara dan panitia
pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh PAC;

f. Menandatangani laporan keuangan yang berkenaan dengan biaya
pemasukan dan pengeluaran bersama ketua;

g. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PAC yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas
organisasi sebagaimana mestinya.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Menggali sumber-sumber dana untuk kepentingan organisasi yang
halaldan tidak mengikat, dengan persetujuan ketua;,

b. Mengembangkan dan mendayagunakan aset-aset PAC;

c. Mengatur dan mengendalikan sirkulasi keuangan organisasi dengan
sepengetahuan ketua;

d. Melaporkan neraca keuangan  organisasi secara berkala kepada
rapat pleno PAC;

64 | Palangkaraya, 04 - 06 Mei 2018



Persatuan Guru Nahdlatul Ulama

e. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 43
Wakil-Wakil Bendahara

(1) Status dan kedudukan:

a. Pengurus harian PAC;
b. Pelaksanakebijakan khusus keuangan PAC;

c. Pimpinan Anak Cabang diperkenankan mempunyai wakil
bendaharalebih dari satu sesuai dengan dengan kebutuhannya

(2) Hakdanwewenang:

a. Melaksanakan wewenang bendahara dalam hal bendahara
berhalangan berdasarkan surat mandat bendahara atau
keputusan rapat harian;

b. Membantu bendahara dalam melakukan audit internal terhadap
keuangan organisasi;

c. Bersama-sama pengurus harian lainnya membantu ketua dalam
memberhentikan, mengganti dan mengangkat personil
kepengurusan PAC yang dianggap tidak dapat menjalankan
tugas organisasi sebagaimana mestinya.

(3) Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Membantu bendahara dalam menjalankan tugas-tugas
organisasi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan;

b. Melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang kebendaharaan
sesuai dengan dengan pembagian tugas yang ditentukan;

c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Pasal 44
Departemen

(1) Status dan kedudukan:

a. Pengurus pleno PAC;
b. Pelaksana program khusus PAC.
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Hak dan wewenang:

a. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
program hasil konfercab dan Rakercab yang berkaitan dengan
departemen yang bersangkutan;

b. Membuat perencanan teknis pelaksanaan kegiatan PAC;

Mengajukan rancangan anggaran biaya pelaksanaan program
kepada bendahara.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan program kerja PAC yang telah ditetapkan sesuai
dengan dengan bidangnya masing-masing;

b. Memberikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada
rapat pleno PAC;

c. Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada wakil
ketua yang membawahi bidang yang bersangkutan.

Dalam kepengurusan PAC harus diadakan, departemen pendidikan
dan pelatihan, departemen Ekonomi dan Koperasi, departemen
Mental Aswaja, dan departemen olahraga, seni dan budaya.

PAC diperkenankan menambah departemen-departemen lain sesuai
dengan kebutuhan dengan jumlah maksimal 6 (tujuh) departemen.

Bagian Kedua
MEKANISME KEORGANISASIAN

BAB VIII
PROSEDUR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Pasal 45
Pembentukan Pimpinan Wilayah

Di setiap provinsi dapat dibentuk Pimpinan Wilayah.

Permintaan untuk mendirikan Pimpinan wilayah disampaikan kepada
Pimpinan Pusat dengan disertai keterangan tentang daerah yang
bersangkutan dan jumlah cabang yang ada di wilayah yang
bersangkutan.
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Pimpinan Pusat memberikan mandat kepada salah satu ketua untuk
membentuk kepengurusan Pimpinan Wilayah.

Pimpinan Wilayah PERGUNU dapat pula diusulkan oleh PWNU
setempat dengan mengikuti peraturan organisasi PERGUNU

Apabila Pimpinan Wilayah PERGUNU dan PWNU setempat belum
terbentuk atau vakum atau kehilangan hak dan kewenangannya sebagai
pengurus sebagaimana yang diatur dalam peraturan PERGUNU/NU,
maka pembentukan Pimpinan Wilayah PERGUNU bisa dilakukan
oleh Pimpinan Pusat, baik secara langsung atau melalui mandate PP
PERGUNU

Pimpinan Wilayah PERGUNU atau PWNU atau Pengurus Pimpinan
Pusat yang mendapat mandat melaporkan pembentukan PW dan
memberikan rekomendasi kepada PP PERGUNU untuk menerbitkan
Surat Pengesahan tentang Kepengurusan PW PERGUNU yang
bersangkutan.

Setelah mempelajari susunan kepengurusan PW yang bersangkutan,
Pimpinan Pusat berkewajiban mengesahkan kepengurusan PC dengan
menerbitkan Surat Keputusan.

Pasal 46
Pembentukan Pimpinan Cabang

Di setiap kabupaten/kotamadya/kota administratif dapat dibentuk
Pimpinan Cabang,

Permintaan untuk mendirikan Pimpinan Cabang disampaikan kepada
Pimpinan Pusat dengan disertai keterangan tentang daerah yang
bersangkutan dan jumlah anak cabang yang ada di daerah yang
bersangkutan.

Pimpinan Pusat memberikan mandat kepada Pimpinan Wilayah
PERGUNU untuk membentuk kepengurusan Pimpinan Cabang
PERGUNU.

Apabila Pimpinan Wilayah PERGUNU di provinsi yang bersangkutan
belum terbentuk, maka pembentukan Pimpinan Cabang bisa
dilakukan oleh PCNU setempat.

Apabila Pimpinan Wilayah PERGUNU dan Pengurus Cabang NU
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setempat belum terbentuk atau vakum atau kehilangan hak dan
kewenangannya sebagai pengurus sebagaimana yang diatur dalam
peraturan PERGUNU/NU, maka pembentukan Pimpinan Cabang
PERGUNU bisa dilakukan oleh Pengurus Pimpinan Pusat yang
mendapat mandat dari PP. PERGUNU.

Pimpinan Wilayah PERGUNU atau Pengurus Cabang NU atau
Pengurus Pimpinan Pusat yang mendapat mandat melaporkan
pembentukan PC dan memberikan rekomendasi kepada PP
PERGUNU untuk menerbitkan Surat Pengesahan tentang
Kepengurusan PC PERGUNU yang bersangkutan.

Setelah mempelajari susunan kepengurusan PC yang bersangkutan,
Pimpinan Pusat berkewajiban mengesahkan kepengurusan PC dengan
menerbitkan Surat Pengesahan.

Pasal 47
Pembentukan Pimpinan Anak Cabang

Di setiap kecamatan dapat dibentuk Pimpinan Anak Cabang.

Permintaan untuk mendirikan Pimpinan Anak Cabang disampaikan
kepada Pimpinan Cabang dengan disertai keterangan tentang daerah
yang bersangkutan.

Pimpinan Cabang memberikan mandat kepada Pengurus Majelis Wakil
Cabang NU setempat untuk membentuk kepengurusan Pimpinan
Anak Cabang PERGUNU.

Apabila Pengurus Majelis Wakil Cabang NU belum terbentuk atau
vakum atau kehilangan hak dan kewenangannya sebagai pengurus NU
sebagaimana yang diatur dalam peraturan NU, maka pembentukan
Pimpinan Anak Cabang PERGUNU bisa dilakukan oleh Pengurus
Pimpinan Cabang yang mendapat mandat dari PC. PERGUNU.

Pengurus Majelis Wakil Cabang NU atau Pengurus PC PERGUNU
yang mendapat mandat melaporkan pembentukan PAC dan
memberikan rekomendasi kepada PC PERGUNU untuk menerbitkan
Surat Pengesahan tentang kepengurusan PAC PERGUNU yang
bersangkutan.

Setelah mempelajari susunan kepengurusan PAC yang bersangkutan,
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Pimpinan Wilayah berkewajiban mengesahkan kepengurusan PAC
dengan menerbitkan Surat Pengesahan.

BAB IX
PENGESAHAN PENGURUS
Pasal 48
Pengesahan Pimpinan Wilayah

Setelah selesainya Konferensi Wilayah, pengurus PW yang terbentuk
mengajukan permohonan rekomendasi tentang pengesahan susunan
pengurus Pimpinan Wilayah yang bersangkutan kepada Pimpinan
Wilayah Nahdlatul Ulama setempat.

Pimpinan Wilayah yang terbentuk selanjutnya mengajukan surat

permohonan pengesahan tentang kepengurusan Pimpinan Wilayah

yang bersangkutan kepada Pimpinan Pusat.

Surat permohonan pengesahan sebagaimana ayat (2) harus disertakan

lampiran:

a. berita acara dan/atau surat keputusan Konferensi Wilayah tentang
pemilihan ketua Pimpinan Wilayah;

b. berita acara penyusunan kepengurusan oleh tim formatur Wilayah;

c. susunan pengurus Pimpinan Wilayah lengkap;

d. suratrekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat;

Surat permohonan pengesahan sebagaimana ayat (2) ditandatangani

oleh Ketua Wilayah terpilih hasil Konferensi Wilayah dan Sekretaris

yang dipilih melalui rapat tim formatur.

Bentuk dan format surat permohonan pengesahan sebagaimana surat
umum yang telah diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat tentang
Sistem Administrasi PERGUNU.

Setelah menerima pengajuan rekomendasi pengesahan dan
mempelajari seperlunya susunan kepengurusan, Pimpinan Pusat
menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Pimpinan
Wilayah yang bersangkutan dalam waktu 14 hari.

Surat rekomendasi pengesahan sebagaimana ayat (1) dikirimkan
kepada Pimpinan Pusat.
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(8) Bentuk dan format surat rekomendasi pengesahan diatur dalam
Peraturan Pimpinan Pusat tentang Sistem Administrasi PERGUNU.

(9) Setelah menerima pengajuan pengesahan dan surat rekomendasi
pengesahan, serta mempelajari sungguh-sungguh susunan
kepengurusan, Pimpinan Pusat menerbitkan surat pengesahan tentang
Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.

(10) Surat pengesahan sebagaimana ayat (1) dikirim kepada Pimpinan
Wilayah yang bersangkutan.

(11) Surat pengesahan sebagaimana ayat (1) ditembuskan kepada Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.

(12) Surat pengesahan sebagaimana ayat (1) harus ditandatangani oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat dengan tanda
tangan dan stempel basah atau dalam bentuk PDF dari asli surat
keputusan.

(13) Bentuk dan format surat pengesahan diatur dalam Peraturan Pimpinan
Pusat tentang Sistem Administrasi PERGUNU.

(14) Jika semua persyaratan pengajuan telah terpenuhi, Pimpinan Pusat
wajib menerbitkan surat pengesahan.

(15) Dalam hal kepengurusan Pimpinan Wilayah yang besangkutan
bermasalah dan/atau persyaratan pengajuan belum lengkap, Pimpinan
Pusat berhak tidak menerbitkan surat pengesahan sampai masalah
selesai dan/atau semua syarat-syarat pengajuan dipenuhi.

Pasal 49
Pengesahan Pimpinan Cabang

(1) Setelah selesainya Konferensi Cabang, pengurus PC yang terbentuk
mengajukan permohonan rekomendasi tentang pengesahan susunan
pengurus Pimpinan Cabang yang bersangkutan kepada Pimpinan
Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.

(2) Pengurus PC yang terbentuk selanjutnya mengajukan surat
permohonan pengesahan tentang kepengurusan Pimpinan Cabang
yang bersangkutan kepada Pimpinan Pusat.

(3) Surat permohonan pengesahan sebagaimana ayat (2) harus disertakan
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lampiran:

a. berita acara dan/atau surat keputusan Konferensi Cabang tentang
pemilihan ketua Pimpinan Cabang;

. beritaacara penyusunan kepengurusan oleh tim formatur cabang;

b

c. susunan pengurus Pimpinan Cabanglengkap;

d. suratrekomendasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat;
e

. surat rekomendasi pengesahan Pimpinan Wilayah.

Surat permohonan pengesahan sebagaimana ayat (2) ditandatangani
oleh Ketua Cabang terpilih hasil Konferensi Cabang dan Sekretaris
yang dipilih melalui rapat tim formatur.

Surat permohonan pengesahan sebagaimana ayat (2) ditembuskan
kepada Pimpinan Wilayah.
Bentuk dan format surat permohonan pengesahan sebagaimana surat

umum yang telah diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat tentang
Sistem Administrasi PERGUNU.

Setelah menerima pengajuan rekomendasi pengesahan dan
mempelajari seperlunya susunan kepengurusan, Pimpinan Wilayah
menerbitkan surat rekomendasi pengesahan tentang kepengurusan
Pimpinan Cabang yang bersangkutan dalam waktu 14 hari.

Surat rekomendasi pengesahan sebagaimana ayat (1) dikirimkan
kepada Pimpinan Pusat.

Surat rekomendasi pengesahan sebagaimana ayat (1) ditembuskan
kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat, Pimpinan
Cabang yang bersangkutan, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
yang bersangkutan.

Bentuk dan format surat rekomendasi pengesahan diatur dalam
Peraturan Pimpinan Pusat tentang Sistem Administrasi PERGUNU.
Setelah menerima pengajuan pengesahan dan surat rekomendasi
pengesahan, serta mempelajari sungguh-sungguh susunan
kepengurusan, Pimpinan Pusat menerbitkan surat pengesahan
tentang Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

Surat pengesahan sebagaimana ayat (1) dikirim kepada Pimpinan
Cabang yang bersangkutan.

Surat pengesahan sebagaimana ayat (1) ditembuskan kepada
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Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Wilayah yang
bersangkutan, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang
bersangkutan.

Surat pengesahan sebagaimana ayat (1) harus ditandatangani oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat dengan tanda
tangan dan stempel basah.

Bentuk dan format surat pengesahan diatur dalam Peraturan
Pimpinan Pusat tentang Sistem Administrasi PERGUNU.

Jika semua persyaratan pengajuan telah terpenuhi, Pimpinan Pusat
wajib menerbitkan surat pengesahan.

Dalam hal kepengurusan Pimpinan Cabang yang besangkutan
bermasalah dan/atau persyaratan pengajuan belum lengkap,
Pimpinan Pusat berhak tidak menerbitkan surat pengesahan sampai
masalah selesai dan/atau semua syarat-syarat pengajuan dipenuhi.

Pasal 50
Pengesahan Pimpinan Anak Cabang

Setelah selesainya Konferensi Anak Cabang, pengurus PAC yang
terbentuk mengajukan permohonan rekomendasi tentang susunan
pengurus Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan kepada Majelis
Wakil Cabang Nahdlatul Ulama setempat.

Pengurus PAC yang terbentuk selanjutnya mengajukan surat

permohonan pengesahan tentang kepengurusan Pimpinan Anak

Cabang yang bersangkutan kepada Pimpinan Cabang

Surat permohonan pengesahan sebagaimana ayat (2) harus

disertakan lampiran:

a. berita acara dan/atau surat keputusan Konferensi Anak Cabang
tentang pemilihan ketua Pimpinan Anak Cabang;

b. berita acara penyusunan kepengurusan oleh tim formatur anak
cabang;

c. susunan kepengurusan Pimpinan Anak Cabanglengkap;
surat rekomendasi Mejelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
setempat;
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oleh Ketua PAC terpilih hasil Konferensi Anak Cabang dan Sekretaris
yang dipilih melalui rapat tim formatur.

Surat permohonan pengesahan sebagaimana ayat (2) ditembuskan
kepada Mejelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama setempat.

Bentuk dan format surat permohonan pengesahan sebagaimana surat
umum yang telah diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat tentang
Sistem Administrasi PERGUNU.

Setelah menerima pengajuan pengesahan dan surat rekomendasi, serta
mempelajari sungguh-sungguh susunan kepengurusan, Pimpinan
Cabang menerbitkan surat pengesahan tentang Pimpinan Anak
Cabang yang bersangkutan dalam waktu 14 hari.

Surat pengesahan sebagaimana ayat (1) dikirim kepada Pimpinan Anak
Cabang yang bersangkutan.

Surat pengesahan sebagaimana ayat (1) ditembuskan kepada Pimpinan
Wilayah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat, dan Pengurus
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang bersangkutan.

(10) Surat Pengesahan sebagaimana ayat (1) harus ditandatangani oleh

Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang dengan tanda tangan dan
stempel basah.

(11) Bentuk dan format surat pengesahan diatur dalam Peraturan

Pimpinan Pusat tentang Sistem Administrasi PERGUNU.

(12) Jika semua persyaratan pengajuan telah terpenuhi Pimpinan Cabang

wajib menerbitkan surat pengesahan.

BAB X
MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 51
Kekosongan JabatanKetua

(1) Kekosongan jabatan ketua (PP, PW, PC, PAC) hasil

Kongres/Konferensi/Konferensi Luar Biasa/ Rapat Anggota/Rapat
Anggota Luar Biasa, terjadi karena yang bersangkutan berhalangan
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tetap atau berhalangan tidak tetap.

Kekosongan jabatan ketua berhalangan Tetap terdapat dilakukan
dengan dua mekanisme, pertama yaitu dengan dilakukan konferensi
luar biasa yang masa periodenya dihitung dari awal kembali. Yang
kedua yaitu dengan penunjukan PJ Ketua.

Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia,
mengundurkan diri secara suka rela dan beralasan, atau diberhentikan
secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi
lainnnya, atau didesak untuk mundur oleh 50 persen lebih satu dari
pimpinan setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan tidak
melaksanakan tugasnya.

Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen,
menunaikan ibadah haji, menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya
ke luar negeri atau luar daerah kerjanya, atau permintaan ijin cuti
karena sesuatu hal yang dikabulkan.

Pasal 52
Pejabat Ketua

Pengisian kekosongan jabatan ketua sebagaimana pasal 161 ayat (1)
karena berhalangan tetap, maka mekanismenya dengan penunjukkan
Pejabat Ketua (Pj. Ketua) oleh rapat pleno.

Setiap selesai penunjukkan Pj. Ketua, diharuskan mengajukan
permohonan pengesahan kembali guna mendapatkan legalisasi.

Pj.Ketua bertugas melanjutkan kepemimpinan organisasi sampai
berakhirnya masa khidmat kepengurusan tersebut.

Pj. Ketua mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan
kongres/Konferensi/Rapat Anggota.

Pasal 53
Pejabat Sementara Ketua

Pengisian kekosongan jabatan ketua sebagaimana pasal 161 ayat (3)
karena berhalangan tidak tetap, maka mekanismenya penunjukan
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Pejabat Sementara Ketua (Pjs. Ketua).

Penunjukan Pjs. Ketua sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan
melimpahan tugas dan wewenang oleh Ketua kepada Wakil Ketua.

Pjs. Ketua bertugas menjalankan kepemimpinan organisasi sampai
berakhirnya halangan tidak tetap dan/atau dicabutnya pelimpahan

wewenang,

Penanggung jawab organisasi secara umum tetap berada pada Ketua
hasil Konferensi/Rapat Anggota.

Pasal 54
Kekosongan Jabatan Pengurus Non-Ketua

Kekosongan jabatan pengurus non-Ketua terjadi karena pengurus
yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara suka
rela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar
PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnnya.

Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi
karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap.

Pengisian kekosongan jabatan pengurus dilakukan dengan mekanisme

reshuffle.

Pasal 55
Rangkap Jabatan

Rangkap Jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam PRT BAB IX pasal
22ayat (1), yaitu merangkap dua atau lebih jabatan pada:

a.

b.

Pengurus Harian dilingkungan partai politik;
Pengurus Harian inti PERGUNU (ketua, sekretaris dan bendahara)
didaerah atau tingkat yang berbeda;

Rangkap jabatan seperti yang dimaksud pada poin (a) diharuskan
memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1
(satu) bulan;

Apabila pemberlakuan poin (c) tidak tercapai, maka jabatannya gugur
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secara otomatis;

. Rangkap jabatan seperti yang dimaksud pada poin (b), diharuskan

memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1
(satu) bulan;

. Apabila pemberlakuan poin (e) tidak tercapai, maka jabatan

dibawahnya gugur secara otomatis.

Pasal 56
Reshuffle

Reshuffle pengurus dilaksanakan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. pengurus yang bersangkutan rangkap jabatan

b. pengurus yang bersangkutan tidak aktif selama 6 bulan;

c. pengurus yang bersangkutan tidak menjalankan amanat organisasi
yang menjadi tugas dan kewajibannya;

d. pengurus yang bersangkutan melanggar PD/PRT dan/atau
peraturan dan ketentuan organisasilainnya;

e. terjadikekosongan jabatan.

Reshuffle pengurus dilaksanakan melalui rapat harian dan/atau pleno,
pada masing-masing tingkat kepengurusan.

Setiap selesai reshuffle, kepengurusan yang bersangkutan diharuskan
mengajukan permohonan pengesahan kembali guna mendapatkan
legalisasi atas susunan pengurus hasil reshuffle.

Masa khidmat kepengurusan hasil reshuffle meneruskan masa khidmat
kepengurusan yang bersangkutan.

BAB XIII
PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN PENGURUS
Pasal 57
Pelantikan Pengurus

Pelantikan pengurus PERGUNU dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
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Pelantikan Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Pimpinan Pusat;

Pelantikan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Pimpinan Pusat atau
Pimpinan Wilayah atas nama Pimpinan Pusat;

Pelantikan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah
atau Pimpinan Cabang atas mandat Pimpinan Wilayah;

Jika pimpinan PERGUNU masing-masing tingkat organisasi yang
berwenang atas prosedur pelantikan berhalangan, maka seluruhnya
dapat dilaksanakan oleh Pengurus NU setingkat.

Pasal 58
Pembekalan Pengurus

Kepengurusan baru pada semua tingkatan diwajibkan mengadakan
pembekalan pengurus berupa orientasi dan/atau up-grading.

Orientasi Pengurus adalah upaya penyamakan persepsi dan wawasan
setiap personil pengurus terhadap persoalan, kebutuhan dan agenda-
agenda organisasi.

Up-grading adalah upaya untuk meningkatkan kesiapan dan
kemampuan setiap personil pengurus agar bisa melaksanakan tugas
sesuai dengan dengan posisi dan jabatannya.

Orientasi pengurus dan up-grading difasilitasi oleh fasilitator yang
berpengalaman dalam organisasi dan gerakan sosial.

Orientasi pengurus dan up-grading bisa diisi dengan agenda tambahan
berupa ceramah dan kegiatan outbond.

Pasal 59
Rapat Kerja

Rapat kerja diselenggarakan oleh masing-masing tingkat kepengurusan
Rapat kerja diselenggarakan untuk menerjemahkan keputusan
permusyawaratan yang lebih tinggi (Kongtres/Konperensi/Rapat
Anggota), menjabarkan hasil strategic planning (SP), dan menyerap
aspirasi kepengurusan satu tingkat di bawahnya.
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(3) Hasil-hasil rapat kerja tersebut selanjutnya dirumuskan oleh
kepengurusan yang bersangkutan menjadi Rencana Program Jangka
Menengah (RPJM).

Bagian Ketiga
PERSIDANGAN DAN RAPAT

BAB XIII
PERSIDANGAN
Pasal 60
Kongres, Konferensi, dan Rapat Anggota

(1) Persidangan pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang,
Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota pada intinya terdiri dari
sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi.

(2) Pelaksanaan sidang pleno dan sidang komisi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dipimpin oleh satu orang ketua sidang, satu orang Sekretaris
dan satu orang anggota.

Pasal 61
Sidang Pleno

(1) Sidang pleno diikuti oleh semua peserta Kongres/Konferensi
Wilayah/Konferensi Cabang/ Konferensi Anak Cabang/Rapat
Anggota dan bersifat pengambilan suatu keputusan atau untuk
penyampaian pengarahan.

(2) Sidang-sidang pleno setidaknya terdiri dari sidang pleno pembahasan
tata tertib, sidang pleno tentang laporan pertanggung jawaban
pengurus, sidang pleno tentang pemandangan umum atas LP], sidang
pleno tentang pembahasan dan penetapan hasil sidang komisi-komisi,
dan sidang pleno pemilihan Ketua dan tim formatur.
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Pasal 62
Sidang Komisi

(1) Sidang komisi diikuti oleh sebagian peserta Kongres
/Konferensi/Rapat Anggota yang dilaksanakan untuk membahas hal-
hal yang bersifat khusus.

(2) Sidang-sidang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya
terdiri dari sidang komisi program kerja, sidang komisi keorganisasian,
dan sidang komisi rekomendasi.

(3) Pada Kongres/Konferensi/Rapat Anggota dapat diadakan sidang-
sidanglain sesuai dengan kebutuhan.

BAB XV
RAPAT-RAPAT
Pasal 63
Jenis-Jenis Rapat

Rapat-rapat rutin PERGUNU terdiri dari:
Rapat Harian;

Rapat Pleno;

Rapat Pleno Gabungan;

Rapat Pimpinan;

Rapat Koordinasi Bidang;

Mmoo a0 T

Rapat Panitia.

Pasal 64
Rapat Harian

(1) Rapatharian diikuti oleh pengurus harian.

(2) Rapatharian sebagaimana ayat (1) membahas:
a. hal-hal yang bersifat rutin;
b. hal-hal yang bersifat penting dan mendesak;
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c. persiapan materi rapat pleno, rapat pimpinan atau rapat pleno
gabung.

Pasal 65
Rapat Pleno

(1) Rapatpleno diikuti oleh semua pengurus harian dan departemen
(2) Rapatpleno sebagaimana ayat (1) membahas:
a. hal-hal yang bersifat penting dan menyangkut semua unsur
organisasi;
b. hal-hal yang bersifat konsultatif dan koordinatif;

c. laporan pelaksanaan program kerja antar- departemen, lembaga
dan badan kepada ketua,

d. evaluasi kepengurusan dan/atau penyelenggaraan organsiasi secara
menyeluruh;

e. laporankeuangan.

Pasal 66
Rapat Pleno Gabungan

(1) Rapat pleno gabungan diselenggarakan bersama organ-organ lain di
lingkungan Nahdlatul Ulama yang setingkat.

(2) Rapatgabungan sebagaimana ayat (1) membahas:
a. program/kegiatan yang dilaksanakn bersama;
b. sinergi program kerja;

c. hal-hal krusial yang harus dibahas bersama.

Pasal 67
Rapat Pimpinan

(1) Rapatpimpinan terdiri dari:
a. Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas, diselenggarakan
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oleh Pimpinan Pusat dan diikuti oleh Ketua PW;

b. Rapat Pimpinan Wilayah, disingkat Rapimwil, diselenggarakan oleh
Pimpinan Wilayah dan diikuti oleh Ketua PC;

c. Rapat Pimpinan Cabang, disingkat Rapimcab, diselenggarakan oleh
Pimpinan Cabang dan diikuti oleh Ketua PAC;

d. Rapat Pimpinan Anak Cabang, disingkat Rapimancab,
diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan diikuti oleh
Ketua PR dan Ketua PK.

Rapat pimpinan diikuti oleh pimpinan yang setingkat di bawahnya.

Rapat pimpinan sebagaimana ayat (1) membahas:

a. hal-hal prinsip organisasi sebagai usulan/rekomendasi pada tingkat
kepengurusan yanglebih tinggi;

b. berlakunya aturan baru di tubuh PERGUNU;

c. hal-hal khusus yang harus disikapi bersama.

Pasal 68
Rapat Koordinasi Bidang

Rapat koordinasi bidang diikuti oleh wakil ketua bidang, sekretaris atau
bendahara pada kepengurusan setingkat di bawah.

Rapat koordinasi bidang sebagaimana ayat (1) membahas:

a. progress report dan evaluasi pelaksanaan program bidang yang
bersangkutan;

b. rencana pelaksanaan program pada bidang yang bersangkutan;
c. berlakunya aturan baru dalam bidang yang bersangkutan.
Rapat koordinasi bidang terdiri dari:

a. Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakorwil, diselenggarakan
oleh PW;

b. Rapat Koordinasi Cabang, disingkat Rakorcab, diselenggarakan
oleh PC;

c. Rapat Koordinasi Anak Cabang, disingkat Rakorancab,
diselenggarakan oleh PAC.
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Pasal 69
Rapat Panitia

Rapat panitia diselenggarakan oleh panitia pelaksana dan/atau panitia
khusus (pansus), sesuai dengan dengan penugasan yang diberikan oleh
pimpinan.

Rapat panitia sebagaimana ayat (1) membahas berbagai hal teknis
penyelenggaraan suatu kegiatan.

Pasal 70
Keabsahan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan para seluruh rapat dinyatakan absah apabila
memenuhi quorum.

Qourum sebagaimana ayat (1) terpenuhi jika rapat yang bersangkutan
dihadiri minimal 2/3 dati jumlah anggota pada tingkat kepengurusan
yang bersangkutan.

Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat-rapat dapat ditunda
sampai batas waktu tertentu.

Bagian Keempat
TATA ATURAN ORGANISASI

BAB XVI
PERATURAN
Pasal 71
Pengertian dan Kedudukan Hukum

Peraturan menjadi landasan pelaksanaan organisasi dan mempunyai
kekuatan hukum ke dalam.

Peraturan mengikat sebagai aturan hukum yang wajib ditaati oleh
seluruh pimpinan dan anggota PERGUNU.

Peraturan organisasi PERGUNU ditetapkan melalui permusyawaratan
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yanglegal sesuai dengan dengan tingkatannya masing-masing.

Pasal 72
Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah, selanjutnya disingkat PD-PRT,
memuat ketentuan organisasi yang bersifat mendasar.

PD-PRT berkedudukan hukum sebagai dasar organisasi dan peraturan
tertinggi di tingkat nasional dan wajib ditaati oleh semua pimpinan dan
anggota PERGUNU di seluruh Indonesia.

PD-PRT menjadi pedoman bagi penyusunan aturan-aturan di
bawahnya.

PD-PRT diputuskan dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 73
Peraturan Pimpinan Pusat

Peraturan Pimpinan Pusat, selanjutnya disingkat PPP, ditetapkan oleh
Pimpinan Pusat yang memuat ketentuan-ketentuan organisasi yang
bersifat wilayah dan belum diatur dalam PD-PRT.

PPP berkedudukan hukum setingkat di bawah PD-PRT dan wajib
ditaati oleh pimpinan dan anggota PERGUNU pada semua tingkatan.

PPP diputuskan dan ditetapkan melalui rapat kerja nasional dan
disahkan meluai pleno PP PERGUNU.

Pasal 74
Peraturan Pimpinan Wilayah

Peraturan Pimpinan Wilayah, selanjutnya disingkat PPW, ditetapkan
oleh Pimpinan Wilayah yang memuat ketentuan-ketentuan organisasi
yang bersifat regional dan belum diatur dalam PD-PRT.

PPW berkedudukan hukum setingkat di bawah PPP dan wajib ditaati
oleh pimpinan dan anggota PERGUNU di wilayah yang bersangkutan.
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PPW diputuskan dan ditetapkan melalui rapat pleno PW.

Pasal 75
Peraturan Pimpinan Cabang

Peraturan Pimpinan Cabang, selanjutnya disingkat PPC, ditetapkan
oleh Pimpinan Cabang yang memuat ketentuan-ketentuan organisasi
yang bersifat lokal dan belum diatur dalam PD-PRT, PO, PPP atau
PPW.

PPC berkedudukan hukum setingkat di bawah PPW dan wajib ditaati
oleh pimpinan dan anggota PERGUNU di daerah yang bersangkutan.

PPC diputuskan dan ditetapkan melaui rapat pleno PC.

Pasal 76
Peraturan Pimpinan Anak Cabang

Peraturan Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disingkat PPAC,
ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang yang memuat ketentuan-

ketentuan organisasi yang bersifat lokal dan belum diatur dalam PD-
PRT, PO, PPP, PPW atau PPC.

PPAC berkedudukan hukum setingkat di bawah PPC dan wajib ditaati
oleh pimpinan dan anggota PERGUNU di kecamatan yang
bersangkutan.

PPAC diputuskan dan ditetapkan melalui rapat pleno PAC.

BAB XVII
KEPUTUSAN
Pasal 77
Kedudukan Hukum dan Fungsi

Keputusan mengikat sebagai aturan hukum yang wajib ditaati oleh
seluruh pimpinan dan anggota PERGUNU.

Keputusan dapat dipergunakan untuk mengesahkan keberadaan
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kepengurusan setingkat di bawahnya.

Bentuk surat keputusan diatur dalam Pedoman Administrasi.

Pasal 79
Keputusan Kongres

Keputusan kongres melalui forum kongres sebagai forum
permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat pusat.

Keputusan kongres berlaku sebagai pedoman dasar pelaksanaan
organisasi secara nasional.

Pasal 80
Keputusan Rakernas

Keputusan Rakernas ditetapkan melaui forum Rapat Kerja Nasional.

Keputusan Rakernas berlaku sebagai pedoman pelaksanaan organisasi
secara Nasional.

Pasal 81
Keputusan Konferwil

Keputusan Konferwil melalui forum Konferensi Wilayah sebagai
forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat propinsi.

Keputusan Konferwil berlaku sebagai pedoman dasar pelaksanaan
organisasi secara regional.

Pasal 82
Keputusan Rakerwil

Keputusan Rakerwil ditetapkan melaui forum Rapat Kerja Wilayah.

Keputusan Rakerwil berlaku sebagai pedoman pelaksanaan organisasi
secara regional.
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Pasal 83
Keputusan Pimpinan Wilayah

Keputusan Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.

Keputusan Pimpinan Wilayah mengikat secara hukum dan berlaku
secara regional maupun lokal.

Keputusan Pimpinan Wilayah diputuskan dan ditetapkan melalui rapat
harian Pimpinan Wilayah.

Pasal 84
Keputusan Konfercab

Keputusan Konfercab ditetapkan melalui forum Konferensi Cabang
sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat
kabupaten/kotamadya.

Keputusan Konfercab berlaku sebagai pedoman dasar pelaksanaan
organisasi secara lokal

Pasal 85
Keputusan Rakercab

Keputusan Rakercab ditetapkan melaui forum Rapat Kerja Cabang;

Keputusan Rakercab berlaku sebagai pedoman pelaksanaan organisasi
secara lokal.

Pasal 86
Keputusan Pimpinan Cabang

Keputusan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang;

Keputusan Pimpinan Cabang mengikat secara hukum dan berlaku
secara lokal.

Keputusan Pimpinan Cabang diputuskan dan ditetapkan melalui rapat
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harian Pimpinan Cabang;
Pasal 87
Keputusan Konferancab

Keputusan Konferancab ditetapkan melalui forum Konferensi Anak
Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi ditingkat
kecamatan.

Keputusan Konferancab berlaku sebagai pedoman dasar pelaksanaan
organisasi secara lokal.

Pasal 88
Keputusan Rakerancab

Keputusan Rakerancab ditetapkan melaui forum Rapat Kerja Anak
Cabang.

Keputusan Rakerancab berlaku sebagai pedoman pelaksanaan
organisasi secara lokal.

Pasal 89
Keputusan Pimpinan Anak Cabang

Keputusan Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak
Cabang,

Keputusan Pimpinan Anak Cabang mengikat secara hukum dan
berlaku secara lokal.

Keputusan Pimpinan Anak Cabang diputuskan dan ditetapkan melalui
rapat harian Pimpinan Anak Cabang,

BAB XVIII
INSTRUKSI
Pasal 90
Instruksi
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Instruksi dimaksudkan sebagai perintah untuk menjalankan hasil-hasil
keputusan/rapat atau perintah untuk melaksanakan kebijakan
tertentu dari tingkat kepengurusan PERGUNU yang lebih tinggi
kepada tingkat kepengurusan di bawahnya.

Surat Instruksi hendaknya disertai juklak (petunjuk pelaksanaan)
dan/atau juknis (petunjuk teknis), dengan ketentuan sebagaiberikut:

a. Petunjuk pelaksanaan adalah petunjuk yang terperinci tentang tata
cara /aturan melaksanakan instruksi yang bersifat mendasar dan
global;

b. Petunjuk teknis adalah petunjuk yang terperinci tentang tata
cara/aturan melaksanakan instruksiyang bersifat operasional;

c. Format juklak dan juknis harus sistematis, praktis dan mudah
difahami.

Instruksi PERGUNU terdiri dari 4 (Empat) macam, yaitu:
a. Instruksi Pimpinan Pusat

b. Instruksi Pimpinan Wilayah;

c. Instruksi Pimpinan Cabang;

d. Instruksi Pimpinan Anak Cabang,

Pasal 91
Instruksi Pimpinan Pusat

(1) Instruksi Pimpinan Pusat (disingkat IPP) disampaikan oleh Pimpinan

Pusat kepada Pimpinan Wilayah dan Cabang,

(2) IPP dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu

Pimpinan Pusat dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya secara
nasional.

(3) IPP dialamatkan kepada Pimpinan Wilayah dan Cabang, dengan

tembusan pengurus NU di tingkat yang bersangkutan, serta sesuai
dengan dengan kebutuhan/ kepentingan instruksi.

Pasal 92
Instruksi Pimpinan Wilayah

88 | Palangkaraya, 04 - 06 Mei 2018



Persatuan Guru Nahdlatul Ulama

M
©)
3)

©)
2)
3)

)

©)
@)

)

Instruksi Pimpinan Wilayah (disingkat IPW) disampaikan oleh
Pimpinan Wilayah kepada Pimpinan Cabang.

IPW dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu
Pimpinan Wilayah dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.
IPW dialamatkan kepada Pimpinan Cabang, dengan tembusan
pengurus NU di tingkat yang bersangkutan, serta sesuai dengan
dengan kebutuhan/ kepentingan instruksi.

Pasal 93
Instruksi Pimpinan Cabang

Instruksi Pimpinan Cabang (disingkat IPC) disampaikan oleh
Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Anak Cabang,

IPC dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu
Pimpinan Pusat dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IPC dialamatkan kepada Pimpinan Anak Cabang, dengan tembusan
pengurus NU di tingkat yang bersangkutan, serta sesuai dengan
dengan kebutuhan/ kepentingan instruksi.

Khusus untuk IPC yang ditujukan kepada Pimpinan Komisariat
hendaknya ditembuskan kepada pimpinan lembaga pendidikan yang
bersangkutan.

Pasal 94

Instruksi Pimpinan Anak Cabang

Instruksi Pimpinan Anak Cabang (disingkat IPAC) disampaikan oleh
Pimpinan Anak Cabang kepada Lembaga Pendidikan di daerahnya.

IPAC dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu
Pimpinan Anak Cabang dan harus dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

IPAC dialamatkan kepada lembaga pendidikan dengan tembusan
pengurus NU di tingkat yang bersangkutan, serta sesuai dengan
dengan kebutuhan/kepentingan instruksi.
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Bagian Kelima
IDENTITAS ORGANISASI

BAB XIX
PERLENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 95
Lambang Organisasi

Lambang organisasi berbentuk bulat, berarti kontinyuitas.

Bola dunia; melambangkan sikap dan watak yg membumi dan lebih
mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi

Buku terbuka dan pena tegak; melambangkan komitmen dan
profesionalitas dan sikap keterbukaan

Bintang sembilan; (1) Satu yg besar, sebagai simbol Nabi Muhammad
SAW, (2) Empat bintang di sebelah kanan, adalah empat khulafaur
rosyidin: Abi Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Al Khattab, Ustman bin
Affan, Ali bin Abi Thalib, (3) Empat bintang di sebelah kiri adalah
madzab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Tulisan PERGUNU; melambangkan jati diri.
Lingkaran tebal; melambangkan kebulatan tekad pengabdiaan yg kuat

Warna putih yang mengapit warna kuning, berati suci.

Pasal 96
Bendera

Bendera berbentuk persegi panjang berukuran 120 x 90 cm, berlaku
untuk semua tingkat organisasi PERGUNU.

Bendera terbuat dari kain warna putih yang dibatik atau dibordir.

Ukuran lambang garis tengah 45 cm, dengan warna menurut warna
lambang;

Bendera dikibarkan pada upacara-upacara resmi organisasi.
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Pasal 97
Pataka

(1) Pataka berbentuk persegi panjang berukuran 140 x 100 cm, dan
berlaku untuk semua tingkat organisasi PERGUNU.

(2) Pataka terbuat dari kain warna hijau tua dengan rumbai di semua tepi.

(3) Di tengah dipasang bordir lambang PERGUNU dengan ukuran
lambang garis tengah 48 cm, dengan warna menurut warna lambang,

(4) Di bawah lambang dibordir tulisan nama tingkatan dan tulisan
"PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA” serta nama daerah
dengan huruf kapital.

(5) Pataka dipasang di kantor dan dikibarkan pada forum-forum resmi
organisasi.

Pasal 98
Papan Nama

(1) Papan nama adalah papan nama organisasi yang diperlihatkan secara
umum di depan kantor sekretariat atau di suatu tempat yang strategis
dan diketahui oleh banyak orang;

(2) Papan nama dimaksudkan untuk menunjukkan keberadaan organisasi
PERGUNU sesuai dengan dengan kedudukan dan tingkatan yang
bersangkutan.

(3) Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ketentuan ukuran
sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk Pimpinan Wilayah, panjang 200 cm dan lebar 150 cm;
b. Untuk Pimpinan Wilayah, panjang 180 cm danlebar 135 cm;
c. Untuk Pimpinan Cabang, panjang 160 cm danlebar 120 cm;
d. Untuk Pimpinan Anak Cabang, panjang 140 cm danlebar 105 cm;

(4) Warna dasar putih, warna huruf hijau, garis tepi warna kuning, dan
sebelah atas tercantum lambang PERGUNU menurut warna lambang;

(5) Pemakaian papan nama diupayakan didiritkan dengan dua tiang
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penyangga.

Pasal 99
Batik

(1) Batik berbentuk lengan panjang

(2) Model batik PERGUNU secara nasional telah diputuskan melalui
Keputusan PP PERGUNU dan Hak Paten Kemenkumham

(3) Batik PERGUNU di pakai acara resmi baik internal maupun eksternal
organisasi

(4) Setiap tanggal 22 pada tiap bulan wajib memakai batik pergunu pada
lembaga pendidikan NU.

BAB XX
LAGU ORGANISASI
Pasal 100
Mars

(1) Mars dinyanyikan dalam forum/upacara-upacara resmi organisasi.

(2) Mars PERGUNU berlaku baku secara nasional dengan syair sebagai
berikut:

Wabhai para gurn bintang sembilan
Bangkitlah dari tidurnn yang panjang
Bersatu lagi PERGUNU tuk berjuang
Mengajar dengan ikblas dan lapang

*Bintang sembilan lembut temaram
Stramilabh malam yang gelap kelanm:
Untuk pedoman lewati malam

Menuju fajar islam nan tentram
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Siramilah tunasmu dari pagi hari
Dengan air bening surgawi

Agar tumbub kokoh di bumi pertiwi
Menahan badai duniaw:

(back™)3x

Pasal 101
Lagu Syubbanul Wathon

Lagu Syubbanul Wathon dinyanyikan dalam forum/upacara-upacara
resmi organisasi dan acara-acaralainnya.

Lagu Syubbanul Wathon berlaku baku secara nasional dengan syair
sebagai berikut:

Cipt: KH. A. Wabhab Hasbullah

Ya Lal Wathon Ya LLal Wathon Ya Lal Wathon
Hubbul Wathon minal Iman

Wala Takun minal Hirman
Inhadlu Alal Wathon

Indonesia Biladi

Anta 'Unwanul Fakhoma

Kullu May Ya'tika Yauma

Thomihay Yalqo Himama

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintaku dalam Imanku

Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku
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Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintaku dalam Imanku

Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku

Indonesia Negriku
Engkau Panji Martabatku
Siapa Datang Mengancammu

Kan Binasa di bawah durimu

BAB XXI
KARTU TANDA ANGGOTA
Pasal 102
Kartu Tanda Anggota

Kartu Tanda Anggota (KTA) diseragamkan secara nasional dan
diterbitkan oleh Pimpinan Wilayah setempat dengan mengikuti
ketentuan nasional yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
KTA berlaku selama yang bersangkutan masih memenuhi syarat
keanggotaan PERGUNU.
Jika yang bersangkutan sudah tidak lagi memenubhi syarat keanggotaan,
maka secara otomatis K'TA tidak berlaku
Ketentuan selanjutnya mengenai pengadaan KTA, diatur dengan
Peraturan Pimpinan Pusat.

Pasal 103

Database Organisasi

Basis data (Database) kumpulan data yang saling berkaitan dan
berhubungan satu dengan yang lainnya.

Kumpulan data seperti ayat (1) akan disusun dan diolah dalam bentuk
struktur data.
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Database  organisasi merupakan kumpulan data berisikan identitas
lengkap anggota PERGUNU di semua tingkatan.

Sistem pengolahan Database seperti yang dimaksud pada ayat (3) akan
diolah menjadi sebuah informasi.

Dalam pengelolaannya dibentuk tim Database .

Ketentuan selanjutnya mengenai Database Organisasi, diatur dengan
Peraturan Pimpinan Pusat.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88
Penutup

Peraturan pimpinan wilayah tentang pedoman Organisasi ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pimpinan Wilayahtentang
pedoman organisasi ini, akan diatur dalam Peraturan Pimpinan
Wilayah yang lain.

Agar setiap pengurus dan anggota Pergunu mengetahui dan
memahami Peraturan Organisasi, maka setiap tingkat kepengurusan
diwajibkan menyosialisasikan peraturan pimpinan wilayahini.

Ditetapkandi :Palangkaraya
Padatanggal :5Mei2018
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PEDOMAN ADMINISTRASI
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
(PERGUNU)
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Pimpinan Pusat ini yang dimaksud dengan:

1.
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kepengurusan adalah kepengurusan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama.
Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan Wilayah PERGUNU Seluruh
Indonesia.

Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabang PERGUNU di seluruh
Indonesia.

Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpipinan Anak Cabang PERGUNU di
seluruh Indonesia.

Sistem administrasi adalah seperangkat pranata, metode dan tata aturan
mengenai administrasi kesekretariatan PERGUNU.

Persuratan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan surat-menyurat
dalam sistem administrasi PERGUNU.

Peraturan adalah ketentuan konstitusional PERGUNU yang menjadi
landasan pelaksanaan organisasi dan mempunyai kekuatan hukum ke dalam.
Siaran adalah penjelasan/informasi secara tertulis sebagai pernyataan sikap
resmi organisasi.

Laporan adalah suatu pemberitahuan resmi organisasi sebagai
pertanggungjawaban kepada keorganisasi atau pengurus pemberi wewenang
atas pelaksanaan tugas yang dibebankan.

Peralatan administrasi adalah peralatan yang digunakan dalam dan untuk
mendukung penyelenggaraan administrasi PERGUNU.

Perlengkapan sekretariat adalah perlengkapan yang digunakan dalam dan
untuk mendukung penyelenggaraan kesekretariatan PERGUNU.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud

Sistem administrasi dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan administrasi
PERGUNU di semua tingkat kepengurusan dan berlaku seluruh Indonesia

Pasal 3
Tujuan

Sistem administarsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
a. Mendukung kinerja organisasi secara umum;
b. Menjamin penyelenggaraan administrasi yang teratur dan wanajebel;

c. Mengoptimalkan potensi kesekretariatan.

BAB III
RUANG LINGKUP ADMINISTRASI

Pasal 4
Cakupan Sistem Adminstrasi

(1) Sistem administrasi mencakup pengelolaan keseluruhan aspek adminstrasi
secara terpadu.

(2) Aspek adminstrasi yang menjadi ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud
padaayat (1) adalah:
a. Persuratan;
b. Laporan;
c. Peralatan adminstrasi;

d. Perlengkapan sckeratarian.
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BAB IV
PERSURATAN
Pasal 5
Format Surat

Ukuran surat yang dipakai dalam surat-menyurat PERGUNU adalah
33x22 cm,(ukuran folio).

Warna kertas putih.

Jenis kertas HVS antara 60-80 gram.

Surat ditulis dengan font Tizmes New Roman.

Pasal 6
Kepala Surat

Setiap surat dari PW, PC dan PAC harus menggunakan kepala surat yang

tercetak.

Kepala surat memuat:

a. Lambang PERGUNU;

b. Tingkat kepengurusan organisasiy

c. Tulisan PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA;

d. Nama daerah kerja yang didahului dengan nama tingkat administrasi
pemerintahan (kecuali untuk pimpinan yang tidak berkedudukan di
ibukota propinsi/ kabupaten/ kecamatan);

e. Alamat sekretariat lengkap;

f. Garis dobel melintang;

Warna lambang PERGUNU sesuai dengan ketentuan warna dalam

Peraturan Organisasi.

Tingkat kepengurusan organisasi ditulis dengan font Tzmes New Roman

warna hijau.

Tulisan PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA ditulis dengan

huruf kapital dan font T7mes New Roman warna hijau.

Nama daerah kerja dan nama tingkat administrasi pemerintahan ditulis

dengan huruf kapital dan font Tzmes New Roman warna Hijau

Alamat sekretariat ditulis /za/ic (miring) dengan font Time New Roman warna

hijau.
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(8) Tulisan kepala surat terletak di sebelah kanan lambang dengan posisi
simetris.

Pasal 7
Nomor, Lampiran dan Perihal Surat

(1) Nomor surat terdiri dari 7 (tujuh) komponen yang masing-masing dipisah

dengan garis miring seperti berikut:a/b/c/d/e/f/g.
(2) Komponen-komponen sebagaimana pasal ayat (1) adalah sebagai berikut:
a : Nomor urut surat keluar pada buku agenda;
b : Kode tingkat kepengurusan dengan ketentuan:
- PW untuk Pimpinan Wilayah
- PC untuk Pimpinan Cabang

- PAC untuk Pimpinan Anak Cabangc : Kode
indeks surat dengan ketentuan sebagai berikut:

c.l. Kode index umum, yaitu:

A : Surat untuk lingkungan internal PERGUNU

B ¢ Surat untuk lingkungan eksternal PERGUNU

@ : Surat untuk NU, banom lain, lembaga atau lajnah di
lingkungan NU.c.2. Kode indeks keputusan, yaitu:

SK' : Surat Keputusan

SP : Surat Pengesahan

SP  : Surat Pengangkatan/Pemberhentian

SRP : Surat Rekomendasi Pengesahan

SM : Surat Mandat

ST : Surat Tugas

SPt. :  Surat Pengantar

SKt. :  Surat Keterangan

d. Tulisan PERGUNU
e. Kode Daerah Kerja PERGUNU;
f. Bulan pembuatan surat yang ditulis dengan angka romawi;

g Tahun pembuatan surat.

(3) Lampiran atau disingkat Lamp. diisi apabila pada surat itu disertakan surat-

surat lain.

a. Jumlah lampiran cukup disebut dengan angka;
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b. Angka tersebut menunjukkan jumlah jenis/macam berkas, bukan
jumlah halaman;
Perihal surat atau disingkat Hal. diisi dengan inti isi atau pokok surat secara
singkat dan mudah dimengerti. Perihal surat ditulis dengan huruf besar
(kapital) tanpa garis bawah dan tidak diakhiri dengan titik.
Penomoran pada Peraturan, Intruksi tidak menggunakan kode diatas.

Untuk nomor surat kepanitiaan tertentu yang dibuat oleh tingkat
kepengurusan, pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-
masing tingkat kepengurusan.

Pasal 8
Tujuan Surat

Tujuan surat adalah sasaran surat ditujukan.

Tujuan surat ditulis dengan lengkap dan jelas.

Tujuan surat yang bersifat massal, jika diperlukan, dapat disebutkan pada
lampiran berikutnya.

Penulisan tujuan diawali dengan kata "Kepada Yang Terhormat" atau
disingkat"Yth.".

Tujuan surat ditulis dua spasi di bawah perihal surat.

Pasal 9
Isi Surat

Isi surat adalah uraian isi/ pokok surat.
Isi surat ditulis dengan kata-kata sopan dan harus menjunjung tinggi rasa
hormat.

Isi surat ditulis secara sistematis, menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar sesuai EYD, serta jelas dan mudah dimengerti.

Bila memakai singkatan atau kata-kata serapan, hendaknya yanglazim dipakai
umum.

Pasal 10
Pembuka dan Penutup Surat

Surat dibuka dengan Assalanu’alaiknm warabmatullabi wabarokatub, dan di
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bawahnya Bismillabirrabmanirrabim dengan garis bawah di antara kedua
kalimat tersebut.
Surat ditutup dengan Wallabulmmwafiq ila aqwamitharig, dan di bawahnya
Wassalanmn alaikum warobmatullahi wabarokatulh dengan garis bawah di antara
kedua kalimat tersebut.
Pada surat-surat khusus (surat keputusan, surat pengesahan, surat tugas dll.)
hanya digunakan pembuka Bismillahirrahmanirrahim, dan penutup
Wallahulmuwafiq ila agwamithariq.

Khusus untuk daerah tertentu muqaddimah surat ekternal disesuaikan
dengan daerahnya masing-masing;

Pasal 11
Tanggal Surat

Dibagian bawah surat sebelah kanan dicantumkan tanggal pembuatan surat.
Tanggal surat didahului dengan nama kota/tempat pembuatan surat.
Tanggal pembuatan surat terdiri dari tanggal, bulan dan tahun hijriyah dan
maschi.

Letak tanggal hijriyah di bagian atas, sedang di bagian bawahnya kelender
masehi, dengan dipisah garis.

Pasal 12
Pengirim dan Tanda Tangan

Setiap surat harus menyebut dengan jelas organisasi pengirim dan
penanggungjawab surat.

Tulisan organisasi pengirim dan penanggung jawab diketik secara simetris
dan tidak boleh disingkat.

Nama tingkat kepengurusan dan nama daerah ditulis dengan #7/e case
(karakter kecil, kecuali awal kata yang ditulis karakter kapital).

Penanggung jawab surat adalah ketua dan sekretaris.

Pada saat-saat tertentu dimana ketua dan/atau sekretaris berhalangan,
penanggung jawab bisa dilimpahkan kepada wakil ketua dan wakil
sekretaris.

Khusus surat yang bersifat keputusan, penanggung jawab adalah ketua dan
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sekretaris.
Jabatan ketua ditulis di belah kiri, sedangkan jabatan sekretaris ditulis di
sebelah kanan ditulis %z case.
Nama ketua ditulis di bawah jabatan ketua dan nama sekretaris dengan
huruf kapital bergaris bawah.
Di antara nama jabatan dan nama ketua dan sekretaris, diberi jarak antara
2-3 spasi untuk tanda tangan.
Setiap surat PERGUNU harus ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris,
kecuali jika sudah ada pelimpahan.
Di bawah nama ketua dan sekretaris dicantumkan nomor Kartu Tanda
Anggota (KTA) yang bersangkutan.
Jika ketua dan sekretaris belum memiliki KTA, maka jabatan ketua dan
sekretaris ditulis di bawah nama ketua dan sekretaris dengan szalic.
Pada ruang antara nama dan tanda tangan ketua dan sekretaris
dibubuhkan stempel PERGUNU dengan menutup sebagian tanda tangan
sekretaris.
Pasal 14
Tembusan

Setiap surat yang isinya petlu/harus diketahui oleh pihak/institusilain, harus
ditembuskan kepada pihak/institusi yang bersangkutan.

Pihak/institusi yang akan ditembusi surat, dituliskan di bawah penanggung
jawab surat, yang diawali dengan tulisan "Ditembuskan kepada:" dengan
bergaris bawah.

Tulisan yang dimaksud pada ayat (2) diketik pada margin yang sama dengan
nomot, lampiran dan hal surat.

Urutan tembusan, dimulai dengan yang lebih tinggi, dan diawali kata "Yth.".
Setiap surat PERGUNU yang mempunyai hubungan internal dan struktural
organisasi harus memberikan tembusan kepada pengurus setingkat dan/atau
bawahnya maupun instansi/lembaga yang terkait.

Khusus surat yang bersifat keputusan, harus ditembuskan kepada pengurus
NU pada tingkat yang bersangkutan.
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Pasal 15
Arsip

Arsip surat yang diketik bersama aslinya untuk dijadikan simpanan.

Arsip surat berguna untuk dokumentasi dan bukti administrasi.

Setiap surat harus diketik ganda untuk kepentingan pengarsipan.

Apabila pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi maka surat dapat difoto copy
sebagai arsip.

Tidak diperlukan penulisan kata "Arsip" pada tembusan.

Pasal 16
Model Penulisan Surat

Surat umum disusun dengan model blockstyle, yaitu rata kanan menjorok ke
dalam 6 spasi, kecuali nomor, lampiran dan hal surat.

Khusus surat khusus (keputusan/ pengesahan/mandat/tugas pengantar/
rekomendasi dan lain-lain) ditulis dengan fullbockstyle dengan judul center.

Penyusunan/penulisan surat diusahakan agar selalu dalam susunan yang
harmonis.

Jikaisi surat sangat singkat, maka dipergunakan spasi yanglebih Iebar.

Pasal 17
Sampul Surat

Sampul surat adalah amplop kertas yang digunakan untuk membungkus
surat.

Sampul surat berwarna putih dan berat jenis kertas antara 60-80 gram.
Ukuran sampul surat disesuaikan dengan keperluan.

Kepala surat pada sampul surat disamakan dengan ketentuan sebagaimana
diatur pada bab IV pasal 6.

Penulisan tujuan surat (institusi/pihak yang hendak dituju) ditulis di bagian
kanan bawah sampul dengan lengkap dan jelas.
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BAB VI
JENIS-JENIS SURAT

Pasal 18
Surat Umum

Surat umum adalah surat yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan umum.

Komponen, isi dan ketentuan surat umum sebagaimana diatur dalam pasal 2-
12.

Pasal 19
Surat Keputusan

Surat Keputusan adalah surat yang dimaksudkan untuk memutuskan segala
sesuatu yang berkaitan dengan organisasi.

Surat Keputusan memuat enam komponen yaitu:

a. kepala Surat;
b. judul;

C. nomor surat;
d. konsideran;
e. diktum;

f.

pembuka dan penutup.

Kepala surat keputusan adalah sebagaimana diatur dalam bab IV pasal 6.
Surat keputusan yang dihasilkan oleh permusyawaratan tidak
menggunakan kepala surat.

Judul adalah tulisan "SURAT KEPUTUSAN" yang ditulis dengan hurup
kapital tebal bergaris bawah.

Nomor surat sebagaimana diatur pada bab IV pasal 7.

Konsideran terdiri dari:

a. Menimbang : berisi pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya surat
keputusan;

b. Mengingat : berisi landasan konstitusional PERGUNU yang menjadi
dasar hukum diterbitkannya keputusan;

c. Memperhatikan : berisi peristiwa, kondisi, saran atau pendapat yang
merupakan bahan pembuatan keputusan.

Diktum : berisi rumusan-rumusan pernyataan atau keputusan yang
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merupakan bagian pokok surat keputusan.

Kalimat pembuka surat adalah Biswillahirrabmanirrabin, dan kalimat penutup
surat adalah Wallabulmuwafiq ila agwamitharig, dengan huruf kecil miring
tanpa garis serta tidak diakhiri dengan titik.

Pasal 20
Surat Pengangkatan dan Pemberhentian

Surat pengangkatan adalah surat yang dibuat oleh ketua terpilih secara formal
bersama tim formatur hasil konferensi /rapat anggota untuk mengangkat
fungsionaris dalam melengkapi kepengurusan.
Alamat surat ditujukan kepada yang bersangkutan dengan tembusan
pengurus NU pada tingkat yang bersangkutan.
Surat pemberhentian adalah surat keputusan untuk memberhentikan secara
formal personel pengurus.
Surat pemberhentian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
Surat pemberhentian diterbitkan setelah diadakan rapat pengurus harian
untuk memberhentikan personalia pengurus, karena sebab-sebab tertentu.
Alamat surat pemberhentian ditujukan kepada yang bersangkutan, dengan
tembusan pimpinan setingkat di atas dan pengurus NU pada tingkat yang
bersangkutan.
Pasal 21
Surat Pengesahan

Surat Pengesahan adalah surat keputusan yang dipergunakan khusus untuk
mengesahkan susunan pengurus Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang,
Pimpinan Anak Cabang.

Surat Pengesahan memuat enam komponen yaitu:

a. kepala surat;
b. judul;

C. NOMOf surat;
d. konsideran;
e. diktum;

f. pembuka dan penutup.
Kepala Surat Pengesahan adalah sebagaimana diatur dalam bab IV pasal 6.
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Judul adalah tulisan "SURAT PENGESAHAN" yang ditulis dengan huruf

kapital tebal bergaris bawah.

Nomor surat sebagaimana diatur pada bab IV pasal 7.

Konsideran terdiri dari:

a. Menimbang: berisi pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya surat
pengesahan;

b. Mengingat: berisi landasan konstitusional PERGUNU yang menjadi
dasar hukum diterbitkannya keputusan (PD, PRT dan PO PERGUNU);

c. Memperhatikan: berisi peristiwa konferensi/rapat anggota, surat
permohonan pengesahan, dan rekomendasi NU dan tingkat
kepengurusan PERGUNU di atasnya.

Diktum: berisi rumusan-rumusan pernyataan pengesahan kepengurusan,

penugasan kepada kepengurusan yang bersangkutan dan tanggal

pemberlakuan pengesahan tersebut.

Kalimat pembuka surat adalah  Biswillabirrabmanirrabim, dan kalimat

penutup surat adalah Wallabulmnwafiq ila agqwamitharig, dengan huruf kecil

miring tanpa garis serta tidak diakhiri dengan titik.

Surat pengesahan ditembuskan kepada tingkat di atasnya, pengurus NU

setingkat dan untuk pengesahan pimpinan komisariat ditembuskan juga

kepada pimpinan lembaga pendidkkan yang bersangkutan.

Surat Pengesahan dilampiri dengan susunan kepengurusan yang

bersangkutan

Tingkat kepengurusan PERGUNU yang berwenang menerbitkan Surat

Pengesahan adalah Pimpinan Pusat (PP) dan Pimpinan Cabang (PC).

Alur penerbitan Surat Pengesahan diatur dalam Peraturan Pimpinan Pusat.

Pasal 22
Surat Rekomendasi Pengesahan

Surat Rekomendasi Pengesahan adalah surat bersifat keputusan untuk
memberikan rekomendasi kepada tingkat di atasnya untuk menerbitkan
Surat Pengesahan tentang susunan kepengurusan PERGUNU yang
bersangkutan.

Surat Rekomendasi Pengesahan dapat dijadikan sebagai pengesahan
sementara sebelum Surat Pengesahan terbit.
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Surat Rekomendasi Pengesahan memuat enam komponen yaitu:
a. kepala Surat;

b. judul;

c. nomor surat;
d. konsideran;
e. diktum;

f. pembuka dan penutup.

Kepala surat pengesahan adalah sebagaimana diatur dalam bab IV pasal 6.
Judul adalah tulisan "SURAT REKOMENDASI PENGESAHAN"
yang ditulis dengan huruf kapital tebal bergaris bawah

Nomor surat sebagaimana diatur pada bab IV pasal 7.
Konsideran terdiri dari:
a. Menimbang: berisi pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya surat
pengesahan;
b. Mengingat: berisi landasan konstitusional PERGUNU yang menjadi
dasar hukum diterbitkannya keputusan (PD, PRT dan PO PERGUNU);
c. Memperhatikan: berisi peristiwa konferensi/rapat anggota, surat
permohonan rekomendasi pengesahan.
Diktum: berisi rumusan-rumusan pernyataan rekomendasi dan tanggal
pemberlakuan rekomendasi tersebut.
Kalimat pembuka surat adalah Biswillabirrabmanirrabin, dan kalimat penutup
surat adalah Wallahulmnwaffiq ila agwamitharig, dengan huruf kecil miring
tanpa garis serta tidak diakhiri dengan titik.
Surat Rekomendasi Pengesahan ditembuskan kepada, pengurus NU
setingkat dan pengurus NU pada tingkat kepengurusan yang
dirckomendasikan.
Tingkat kepengurusan yang berwewenang menerbitkan Surat Rekomendasi
Pengesahan adalah Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Anak Cabang
(PAC).
Pasal 23
Surat Mandat

Surat mandat adalah surat pemberian kuasa kepada seseorang untuk
menjalankan wewenang dan melaksanaan tugas organisasi.
Surat mandat Ketua diberikan kepada Wakil Ketua
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Surat mandat Sekretaris kepada Wakil Sekretaris.
Surat Mandat memuat enam komponen yaitu:
kepala surat;

judul;

nomor surat;

nama dan identitas yang diberi mandat;

isi mandat;

moe o0 gop

pembuka dan penutup.
Kepala surat mandat adalah sebagaimana diatur dalam bab IV pasal 6.

Judul adalah tulisan "SURAT MANDAT" yang ditulis dengan hurup
kapital tebal bergaris bawah.

Nomor surat sebagaimana diatur pada bab IV Pasal 7.

Dalam Surat Mandat harus disebut dengan lengkap dan jelas identitas yang
diberi mandat, yang sekurang-kurangnya meliputi nama lengkap, jabatan,
dan alamat dan tanda tangan.

Kalimat pembuka surat adalah  Béswillabirrabmanirrabim, dan kalimat
penutup surat adalah Wallabulmnwafiq ila aqwamitharig, dengan huruf kecil
miring tanpa garis serta tidak diakhiri dengan titik.

Dalam Surat Mandat harus disebut dengan jelas nama dan tanda tangan
yang memberi mandat.

Dalam Surat Mandat harus disebutkan dengan jelas maksud pemberian
mandat.

Surat Mandat harus menyebutkan masa berlaku mandat tersebut.

Surat Mandat juga bisa diberikan kepada pelaksanan kegiatan, untuk
membuktikan pelimpahan wewenang pada tingkat kepengurusan tertentu.

Setelah Mandat tersebut dilaksanakan, yang diberi wewenang harus
melaporkan pelaksanaan mandat tersebut secara tertulis.

Pasal 24
Surat Tugas

Surat Tugas adalah surat pemberian tugas organisasi oleh ketua/ penerima
mandat organisasi kepada personel pengurus untuk melaksanaan tugas
tertentu.

Surat Tugas diberikan kepada personel pengurus dalam jabatan apapun pada
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tingkat yang bersangkutan.
(3) SuratTugas memuat enam komponen yaitu:
a. kepala surat;
b. judul;
c. nomor surat;
d. nama dan identitas yang diberi tugas;
e. 1si penugasan;
f. pembuka dan penutup.
(4) Kepala surat tugas adalah sebagaimana diatur dalam bab IV pasal 6.
(5)  Judul adalah tulisan "SURAT TUGAS" yang ditulis dengan hurup kapital
tebal bergaris bawah.

(6) Nomor surat sebagaimana diatur pada bab IV pasal 7.

(7)  Dalam surat tugas harus disebut dengan lengkap dan jelas identitas yang
diberi tugas, yang sekurang-kurangnya meliputi nama lengkap, jabatan,
dan alamat.

(8) Dalam Surat Tugas harus disebut dengan jelas nama dan tanda tangan
ketua dan sekretaris atau yang mewakili.

(9) Kalimat pembuka surat adalah Biswillabirrabmanirrabim, dan kalimat
penutup surat adalah Wallahulmmnwafiq ila agwanitharig, dengan huruf kecil
miring tanpa garis serta tidak diakhiri dengan titik.

(10) Dalam Surat Tugas harus disebutkan dengan jelas maksud pemberian
tugas.

(11) Surat Tugas harus menyebutkan masa berlaku tugas tersebut.

(12) Surat Tugas dapat diberikan kepada seorang pengurus untuk mengikuti
sebuah atau serangkaian kegiatan tertentu yang bersifat penting dan
bernilai strategis.

(13) Surat Tugas dapat diberikan kepada seorang pengurus untuk mewakili
organsiasi atau menjadi delegasi pada forum/kegiatan atau perkumpulan
tertentu.

(14) Surat tugas juga bisa diberikan kepada pelaksanan kegiatan, untuk
membuktikan penugasan pada tingkat kepengurusan tertentu.

(15) Setelah tugas tersebut dilaksanakan, yang diberi tugas harus melaporkan
pelaksanaan tugas tersebut secara tertulis.
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Pasal 25
Surat Pengantar

Surat Pengantar adalah surat yang dipergunakan untuk mengantarkan
barang/jenis surat lain yang bernilai penting;
Surat Pengantar memuat enam komponen yaitu:

a. kepala surat;

b. judul;

c. nomor surat;

d. tujuan surat;

e. tabel barang/surat yang diantar;

f. pembuka dan penutup surat.

Kepala surat pengantar adalah sebagaimana diatur dalam bab IV pasal 6.
Judul adalah tulisan "SURAT PENGANTAR " yang ditulis dengan hurup
kapital tebal bergaris bawah.

Nomor surat sebagaimana diatur pada bab I'V Pasal 7.

Tujuan surat adalah pihak yang dituju sebagaimana Pasal 21.

Tabel surat pengantara berisi nomor, nama barang, jumlah barang dan
keterangan (bila ada).

Kalimat pembuka surat adalah Biswzllabirrabmanirrabin, dan kalimat penutup
surat adalah Wallabulmuwafiq ila agwamitharig, dengan huruf kecil miring
tanpa garis serta tidak diakhiri dengan titik.

Pasal 26
Surat Salinan

Suratsalinan adalah surat yang disalin sama persis dengan aslinya.

Surat salinan dapat digunakan sebagai legalisasi surat yang bersifat penting
seperti SK, SP dan lain-lain.

Pada sudutatas sebelah kiri suratsalinan ditulis "Salinan".

Di bagian bawah surat sebelah kiri dicantumkan tulisan "Disalin sesuai
dengan aslinya oleh.......... " (nama terang, jabatan dan tanda tangan).

Surat fotocopy nilainya sama dengan surat salinan.

Pada tulisan salinan, sebaiknya dibubuhkan stempel bertuliskan "Salinan"
dengan huruf besar.
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Pasal 27
Surat Tembusan

Surat tembusan adalah surat yang diketik bersama-sama dengan aslinya.
Surat tembusan harus ditanda tangani seperti aslinya, untuk meyakinkan
bahwa itu benar-benar yang asli.

Surat tembusan harus berstempel.

Pada bagian atas pada surat atau sampul surat (amplop) tembusan. sebaiknya
distempel tindasan/tembusan.

Surat tembusan dikirim kepada pihak/institusi lain yang sudah teetulis di
bawah nama dan tandan tangan penanggung jawab surat.

BAB VII
PENYUSUNAN PERATURAN DAN INTRUKSI

Pasal 28
Komponen Peraturan

Peraturan memuat enam komponen yaitu:
lambang PERGUNU;

judul;

nomor peraturan;

nama peraturan;

konsideran;

A L A

. isi peraturan.

Lambang PERGUNU tetletak di tengah atas.

Nama peraturan ditulis dengan huruf kapital dan bergaris bawah, contoh :
PERATURAN PIMPINAN PUSAT

Setiap peraturan harus diberi nomor yang ditulis di bawah nama peraturan.
Judul peraturan ditulis dengan huruf kapital, contoh: TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI.

Konsideran terdiri dari:

a. Menimbang: berisi pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya
peraturan;

b. Mengingat: berisi landasan konstitusional PERGUNU yang menjadi
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dasar hukum diterbitkannya peraturan (PD, PRT dan PO PERGUNU);
d. Memperhatikan: berisi peristiwa rapat pleno dan/atau periatiwa lainnya.
Diktum: berisi rumusan-rumusan pernyataan penetapan peraturan.
Isi peraturan adalah materi peraturan yang disusus berdasarkan bab, pasal
dan ayat.
Setiap bab terdiri dari beberapa pasal dan setiap pasal terdiri dari beberapa
ayat.

Pasal 29
Penomoran Peraturan

Nomor peraturan sebagaimana diatur dalam bab IV Pasal 7 ayat 5 terdiri dari
6 (enam) komponen yaitu nomor, kode indeks peraturan, periodisasi
kepengurusan, tahun kelahiran PERGUNU, bulan penerbitan peraturan,
dan tahun penerbitan peraturan.
Setiap komponen dipisah dengan garis miring seperti berikut:
a/b/c/d/e/f/.
Nomor adalah nomor urut penerbitan peraturan.
Kode indeks peraturan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- PPW untuk Pimpinan Wilayah;
- PPC untuk Pimpinan Cabang;
- PPAC untuk Pimpinan Anak Cabang;
Periodisasi kepengurusan berjalan yang ditulis dengan angka romawi.
Tahun kelahiran PERGUNU ditulis dengan mencantumkan dua angka
terakhir tahun kelahiran PERGUNU, yaitu: 73 (1373 H) dan 54 (1954 M).
Bulan penerbitan peraturan ditulis dengan angka romawi.
Tahun penerbitan peraturan ditulis dengan mencantumkan dua angka
terakhir.
Pasal 30
Komponen Intruksi

Komponen suratintruksi sebagaimana diatur dalam pasal 2-12.
Khusus kode indeks suratintruksi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- IPW untuk Pimpinan Wilayah;

- IPC untuk Pimpinan Cabang;

- IPAC untuk Pimpinan Anak Cabang,
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BAB VIII
LAPORAN

Pasal 31
Jenis Laporan

Laporan terdiri dari 6 jenis berikut:

a.

C.
d.
e
f.

©)

)

©)

Laporan pertanggungjawaban;
Laporan kegiatan;

Laporan berkala;

Laporan program kerja;

Laporan pelaksanaan program.

Pasal 32
Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh ketua
di hadapan Konferensi/Rapat Anggota sebagai pertanggungjawaban
kepemimpinan organisasi selama masa khidmat tertentu.
Laporan pertanggungjawaban disusun sebagai berikut:

- Pendahuluan;

- kondisi obyektif organisasi;

- program hasil kongtres/konperensi/ rapat anggota;

- pelaksanaan program;

- administrasi, surat-menyurat inventarisasi;

- laporan keuangan;

- hambatan-hambatan;

- kesimpulan;

- rekomendasi;

- penutup.

Pasal 33
Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan adalah laporan pelaksanaan suatu kegiatan, yang
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disampaikan oleh panitia dan/atau ketua koordinator pelaksana
program/kegiatan kepada organisasi melalui ketua/wakil ketua yang
membidangi bidang yang bersangkutan.
Laporan kegiatan terdiri dari beberapa bagian berikut:

- Pendahuluan;

- nama kegiatan;

- waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;

- peserta kegiatan;

- uraian umum hasil kegiatan;

- laporan penggunaan anggaran;

- hambatan-hambatan;

- kesimpulan;

- rekomendasi;

- penutup.

Pasal 34
Laporan Program Kerja

Laporan program kerja adalah laporan menyeluruh mengenai program kerja
yang telah dilaksanakan oleh bidang/departemen tertentu.

Laporan program kerja disampaikan oleh sekretaris kepada ketua, bendahara
kepada ketua, wakil ketua kepada ketua, atau koordinator departemen
kepada ketua dan/atau wakil ketua selaku koordinator program.

Laporan program kerja selanjutnya dilaporkan kepada rapat pleno.

Laporan program kerja dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-
kolom sebagai berikut:

- nomor urut;

- program kerja tahunan atau enam bulanan;
- bentuk kegiatan;

- pelaksanaan (waktu dan tempat);

- penggunaan anggaran;

- hambatan-hambatan;.

- keterangan.

Di atas tabel bertuliskan "Laporan Program Kerja" dan di bawahnya
dicantumkan nama dan tanda tangan penanggung jawab.
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Pasal 35

Laporan Pelaksanaan Program
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Laporan pelaksanaan program adalah laporan lengkap tentang suatu
program yang telah dilaksanakan.
Laporan pelaksanaan program disampaikan oleh organisasi kepada pihak
lain yang mendanai program atau yang memberikan kepercayaan untuk
melaksanakan program.
Laporan pelaksanaan program memuat memuat beberapa bagian berikut:
- pendahuluan;
- nama program;
- waktu dan tempat pelaksanaan program;
- rangkaian kegiatan;
- peserta pada setiap kegiatan;
- uraian umum out-put program;
- laporan penggunaan anggaran;
- hambatan-hambatan;
- kesimpulan;
- rekomendasi;
- penutup.
Laporan pelaksaaan program ditandatangai oleh ketua dan sekretaris,
serta berstempel.
Pasal 36
Berita Acara

(1) Berita acara adalah suatu bentuk laporan yang menyatakan secara utuh

sebuah peristiwa formal yang telah berlangsung;

(2) Berita acara memuat informasi berikut:

a. hari/tanggal/bulan/tahun;
waktu/jam saat kejadian;

tempat kejadian/peristiwa;

alamat, tempat kejadian/petistiwa;
Isi berita yang dilaporkan;

nama dan jabatan yang membuat berita acara (disertai tanda tangan);

w oMo oo o

stempel organisasi.
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Berita acara sebaiknya juga diketahui oleh pihak-pihak yang berkepetingan
(Bila mungkin distempel, jika yang berkepentingan tersebut mewakili
organisasi).
BAB IX
PERALATAN ADMINISTRASI

Pasal 37
Buku Daftar Inventaris

Buku daftar inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat
barang/aset/inventaris organisasi.
Buku daftar inventaris dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-
kolom, sebagai berikut:
nomor urut barang;
. nomor indeks/kode barang;
nama satuan/jenis barang;

. jumlah barang;

harga satuan barang (kalau diperoleh dengan membeli);
tanggal mulai dipakai;

a
b
c
d
e. asal mula barang;
f.
g
h. tanggal mulai tidak dipakai (rusak);

=

Keterangan: misalnya ada penambahan barang.

Pasal 38
Buku Notulensi

Buku notulensi adalah buku catatan resmi tentang pembicaraan, kesepakatan
atau keputusan yang diambil dalam pertemuan, rapat-rapat atau diskusi-
diskusi.

Buku notulesi juga merupakan bahan pertimbangan, peringatan dan evaluasi
setiap menyelenggarakan pertemuan, rapat dan diskusi pada tahap-tahap
berikutnya.

Buku notulensi, memuat antara lain:
4. nama pertemuan;

b. hari, tanggal pertemuan;
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waktu pertemuan (jam mulai dan berakhir);
. tempat pertemuan;

jumlah undangan dan jumlah peserta;

nama dan jabatan notulis;

c.

d

e

f. nama dan jabatan yang memimpin;

g

h. Kesimpulan-kesimpulan dari setiap pembicaraan;

-

Keputusan-keputusan yang diambil;
j. rekomendasi (jika ada).

Pasal 39
Buku Tamu

Buku tamu adalah buku yang digunakan untuk mencatat tamu-tamu yang
datang dan berkeperluan dengan organisasi.

Buku tamu dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai
berikut:

nomor urut;
. hari, tanggal, jam;
nama lengkap tamu;

. organisasi/institusi tamu;

a.

b

c.

d

e. jabatan/status tamu;
f. alamat;

g keperluan;

h

. Tanda tangan tamu.

Pasal 40
Buku Daftar Hadir

Buku daftar hadir adalah buku yang digunakan untuk mencatat kehadiran
peserta rapat, diskusi, lokakarya, pelatihan atau pertemuan-pertemuan lain.
Buku daftar hadir dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom
sebagai berikut:

a. nomofr urut;

b. nama lengkap;
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c. jabatan;
d. alamat;
e. tanda tangan.
Di setiap halaman buku daftar hadir ditulis nama, hati/tanggal dan agenda
pertemuan.
Pasal 41
Buku Daftar Kegiatan

Buku daftar kegiatan adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap
kegiatan organisasi, baik internal maupun eksternal.

Buku daftar kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-
kolom sebagai berikut:

nomor urut;

nama/jenis kegiatan;

hari/tanggal pelaksanaan kegiatan;

waktu (pagi, siang, malam/sehari penuh, dll);
tempat pelaksanaan;

penyelenggara;

R mo o0 g P

Keterangan: mencatat hal-hal yang penting, seperti adanya makalah,
dsb.
Pasal 42

Buku Keuangan

Buku keuangan adalah buku pembukuan keuangan, baik pemasukan
maupun pengeluaran anggaran organisasi.

Buku keuangan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom
sebagai berikut:

nomor urut;
. tanggal transaksi (pemasukan/pengeluaran);

uraian sumber pemasukan;

a
b
C.
d. uraian penggunaan dana;
e. debit;

f. kredit;

g jumlah;

h. Keterangan (jika perlu).
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Buku dapat dipisahkan antara buku kas umum dan buku pembantu.

Pasal 43
Buku Ekspedisi

Buku ekspedisi adalah buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman
surat/barang administrasi/ petlengkapan organisasi baik melalui kurir
maupun pos.
Buku ekspedisi berguna sebagai bukti bahwa barang yang dikirim benar-
benar telah diterima oleh yang bersangkutan.
Buku ekspedisi dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom
sebagai berikut:

nomor urut;

. tanggal pengiriman;
jenis barang;

. alamat tujuan;

a.
b
c
d
e. isi/petihal (jika berupa surat);
f. tanggal dan nomor surat (jika berupa surat);
g lampiran (jika ada);

h

. tanda tangan penerima/tera pos.

Pasal 44
Buku Agenda

Buku agenda adalah buku pencatatan keluar dan masuknya surat yang
digunakan untuk mengagendakan peristiwa atau kejadian pada surat.

Buku agenda dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Buku agenda surat keluar;

b. Buku agenda surat masuk.

Buku agenda surat keluar dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-
kolom sebagai berikut:

a. nomor urut;

b. nomor indeks surat;

C. nomor surat;

d. tanggal surat;
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e. tujuan surat;
f. isi/petihal surat;
g keterangan.
Buku agenda surat masuk dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-
kolom sebagai berikut:

. nomor urut;

. nomor indeks surat;

tanggal surat diterima;

. pengirim;

tanggal surat;

a
b

c.

d

e. isi/perihal surat;
f.

g terusan;

h

. catatan disposisi;

-

keterangan;
Pasal 45
Stempel

Stempel adalah cap atau simbol organisasi untuk melegitimasi surat-surat
atau barang-barang tertentu secara resmi dan harus dipakai sebagaimana
mestinya.

Bentuk stempel PERGUNU bulat, dengan ukuran diameter 5

Tepat di tengahnya terdapatlambang PERGUNU

Dilingkaran atas bertuliskan tingkat kepengurusan organisasi dilanjutkan
dengan tulisan PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA yang ditulis
dengan huruf kapital.

Di lingkaran bawah bertuliskan daerah kepengurusan organisasi yang juga
ditulis dengan huruf kapital.

Warna tinta stempel hijau muda.

Ketentuan ini berlaku untuk semua tingkat kepengurusan PERGUNU.

BAB X
PERLENGKAPAN SEKRETARIAT
Pasal 46
Bagan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi adalah susunan pengurus yang dibuat dalam
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bentuk bagan.

Bagan struktur organisasi menjelaskan pembagian tugas pengurus dalam
menjalankan tugas-tugas organisasi.

Dalam pembuatan bagan struktur organisasi pada setiap jalur komando
atau koordinasi dicantumkan nama, jabatan beserta foto yang
bersangkutan.

Struktur organisasi dipasang di dinding kantor/sekretariat.

Pasal 47
Papan Agenda Kegiatan

Papan agenda kegiatan adalah catatan kegiatan yang hendak dilaksanakan,
baik internal maupun eksternal.

Papan agenda kegiatan berbentuk empat persegi panjang sebagaimana papan
pengumuman.

Papan daftar kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom
sebagai berikut:

. nomor urut;
. nama/jenis kegiatan;

pelaksana kegiatan;

a
b
c.
d. hari/tanggal pelaksanaan kegiatan;
e. waktu (jam) pelaksanaan;

f. tempat pelaksanaan;

g

keterangan: mencatat hal-hal yang penting, seperti adanya
penyampaian makalah dll.

Pasal 48
Papan Pengumuman

(1) Papan pengumuman adalah papan media komunikasi dan informasi antara

organisasi, pengurus dan anggotanya, maupun antara organisasi dan pihak
lain.

(2) Papan pengumuman dipergunakan untuk menyiarkan hal-hal penting yang

perlu diumumkan kepada segenap pengurus dan pihak lain.

(3) Papan pengumuman berbentuk empat persegi panjang, dengan bertuliskan
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"Pengumuman" di bagian atas tengah.

Pasal 49
Tabel Program Kerja Tahunan

Tabel program kerja tahunan adalah tabel yang memuat rencana kalender
ketja dan/atau kegiatan tahunan, untuk mempermudah evaluasi waktu dan
persiapan kegiatan.

Tabel program kerja tahunan ini dibuat berdasarkan hasil rapatkerja.
Tabel program kerja tahunan memuat kolom-kolom, sebagai berikut:
nomot urut;

jenis kegiatan;

waktu pelaksanaan;

bulan/minggu keberapa program itu dilaksanakan;

pelaksana;

penanggung jawab;

QR mo a0 g P

keterangan.
Pasal 50
Peta Wilayah Kerja

Peta wilayah kerja berfungsi untuk mengetahui potensi, situasi dan kondisi
daerah kerja yang dipimpinnya.
Peta wilayah kerja berbentuk peta daerah dengan lokasi organisasi di tingkat
bawahannya dengan memakai (benang jahit) yang ditarik lurus dan
tersentralkan, untuk jalur komando dan koordinasi.
Peta wilayah kerja mutlak dimiliki oleh semua tingkat kepengurusan
organisasi.
Pasal 51
Grafik Target Pencapaian Program

Grafik target pencapaian program adalah prosentase target yang telah
dicapai dari keseluruhan target yang dicanangkan dalam melaksanakan
program kerja tahunan.

Grafik target pencapaian program berfungsi untuk mengetahui dan
mengukur sejauhmana program dimaksud bisa berjalan/direalisasikan.
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Grafik target pencapaian program memuat kolom-kolom, yaitu:

a.

b
C.
d
e

nomor urut;

. jenis kegiatan;

waktu pelaksanaan kegiatan;

. prosentase (ditulis dengan menggunakan grafik balok);

keterangan (dapat ditulis hal-hal yang penting, alasan atau pun catatan
lain, dan sebagainya).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
Penutup

Peraturan Pimpinan Pusatini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap pengurus dan anggota PERGUNU mengetahui dan memahami
Pedoman Administrasi, maka setiap tingkat kepengurusan PERGUNU

diwajibkan menyosialisasikan Peraturan ini.
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